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ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan layanan E-Court dalam penyelesaian perkara
perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A melalui perspektif maslahah
mursalah. Latar belakang penelitian didasari oleh transformasi digital di lingkungan
peradilan Indonesia yang bertujuan menghadirkan proses hukum yang cepat,
sederhana, dan berbiaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis
dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Court di Pengadilan
Agama Sidoarjo sejalan dengan prinsip maqasid al-syari‘ah, mencakup
kemaslahatan dartriyyah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta),
hajiyyah (mempermudah prosedur dan menghemat biaya), serta tahsiniyyah
(meningkatkan mutu pelayanan dan transparansi). Implementasi E-Court
memberikan efisiensi. waktu, pengurangan biaya perkara, dan peningkatan akses
terhadap keadilan. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi kendala
berupa keterbatasan literasi digital dan hambatan teknis. Secara keseluruhan, sistem
ini dinilai sesuai dengan ketentuan syar’i sekaligus mampu menjawab tantangan

modernisasi peradilan di era digital.

Kata Kunci: E-Court, Perceraian, Maslahah Mursalah, Pengadilan Agama, Maqasid

al-Syari‘ah.



ABSTRACT

This study explores the implementation of E-Court services in resolving divorce
cases at the Sidoarjo Class 1A Religious Court through the lens of maslahah
mursalah. The research is motivated by the ongoing digital transformation within
the Indonesian judiciary, aimed at delivering legal proceedings that are faster,
simpler, and more cost-effective. Employing a qualitative method with a juridical-
empirical approach, data were collected through interviews, observations, and
document analysis. The findings reveal that the E-Court system at the Sidoarjo
Religious Court is consistent with the principles of maqasid al-syari‘ah, covering
dartriyyah (protection of religion, life, intellect, lineage, and property), hajiyyah
(streamlining procedures and reducing expenses), and tahsiniyyah (enhancing
service quality and transparency). The implementation of E-Court has led to greater
time efficiency, lower litigation costs, and improved access to justice. However,
challenges remain, particularly in terms of limited digital literacy and technical
barriers. Overall, the system is deemed compliant with Islamic legal principles
while effectively addressing the demands of judicial modernization in the digital
era.

Keywords: E-Court, Divorce, Maslahah Mursalah, Religious Court, Maqgasid al-
Syari‘ah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam penulisan skripsi ini menggunakan pedoman
pedoman transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No0.158 Tahun 1987; No
0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
w Ba B Be
< Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
d
z Ha h ha (dengan titik di
bawah)
é Kha Kh ka dan ha
3 Dal d De

Xi



3 Zal Vi Zet (dengan titik di atas)
B Ra r er
B Zai z zet
g Sin S es
u; Syin sy es dan ye
U Sad $ es (dengan titik di bawah)
A Dad d de (dengan titik di
bawah)
U Ta t te (dengan titik di bawah)
) Za z zet (dengan titik di
bawah)
& "ain : koma terbalik (di atas)
'& Gain g ge
s Fa f ef
&3 Qaf q ki
S Kaf k ka
J Lam I el
a Mim m em
) Nun n en
F Wau w we
A Ha h ha
c Hamzah . apostrof
8 Ya y ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
z Fathah a a
- Kasrah i i
2 Dammah u u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

’Cﬁ Fathah dan ya ai adanu

- 3 Fathah dan wau au adanu
Contoh:

S
d—‘i“ suila

kataba

fa'ala

kaifa

2 haula

3. Maddah

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
) Fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya
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—

S Kasrah dan ya I dan garis di atas

s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- dl-‘" gala
- (sA) rama

2 gila

- stg yaqulu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta’ marbutah mati
Ta" marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
- d\s.b‘}[\ :‘-*AJJ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- i)}‘-ﬁ\ i—‘-ﬁ-d\ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul
munawwarah
- ‘\Auﬂ talhah
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- dj)—’ nazzala

- ,345‘ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

IIIII

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- 3335\ ar-rajulu
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- ém\ al-galamu
- Cwadd) asy-syamsu
- P aljalai

7. Hamazah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

48
- Al ta’khuzu

B

- (s syai'un
5188

- GJJ\ an-nau’u

) inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
- u-@JDS\ j-m jéﬁ abl :J\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
oo lloe 5B aa e Bismillahi majreha wa mursaha

9. Huruf Kapital
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Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
BSTONEY R (P ER | Alhamdu lillhi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- Hﬁj\ UAAJ‘ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-
rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

Contoh:

- ?:BJ 3)3“: &) Allaahu gaftrun rahim

BT EVES SRV 41‘ Lillahi al-amru jamt an/Lillahil-amru jamTan
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan lImu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang

Dalam era digital yang terus berkembang dengan cepat, hampir semua aspek
kehidupan kini telah dipengaruhi oleh teknologi informasi. Seiring dengan semakin
cepatnya laju digitalisasi dalam kehidupan modern, diperlukan pula adanya
penyesuaian dan perubahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman.
Bersamaan dengan sistem peradilan hukum di Indonesia, yang harus menunjukkan
kemajuan signifikan dalam bidang hukum, salah satu contohnya adalah peluncuran
aplikasi E-Court.?

Salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia adalah sistem E-Court. Sistem ini pertama kali diimplementasikan
melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 dan
kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 7 Tahun 2022. Sistem ini bertujuan untuk manifestasi upaya modernisasi
pelayanan administrasi pengadilan dan menciptakan peradilan dengan Pendekatan
yang lebih optimal dan praktis melalui proses litigasi berbasis elektronik. Merujuk
pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan
Kehakiman, sistem peradilan harus dilaksanakan dengan prinsip yang sederhana,

cepat, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.?

! Tarmidzi, “Sistem E-Court Dalam Peradilan,” accessed April 25, 2025,
https://www.academia.edu/37052506.

2 Aco Nur and Amam Fakhrur,» Hukum Acara lektronik Di Pengadilan Agama" (Jakarta:
Nizamia Learning Center, 2019). him. 20. https://opac.uin-
antasari.ac.id/index.php?id=31719&keywords=&p=show_detail.
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Prinsip tersebut menekankan bahwa penegakan hukum di ndonesia harus
selalu berlandaskan asas peradilan yang efisien, mudah diakses, dan berbiaya
ringan, sehingga dapat menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi individu
yang mencari keadilan.® Keberadaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
sejak tahun 2016 menandai kemajuan signifikan dalam sistem informasi peradilan,
tanpa mengeliminasi aplikasi yang telah ada sebelumnya. Aplikasi SIPP di situs
web resmi pengadilan menawarkan sejumlah keuntungan, seperti pendaftaran
kasus, pemantauan konferensi, status kasus, dan kemampuan untuk mencari topik
hukum tertentu.*

Pengadilan Agama Sidoarjo, yang berada di bawah kewenangan Mahkamah
Agung, telah mengimplementasikan sistem E-Court dalam penanganan berbagai
jenis perkara, termasuk perkara perceraian. Tingkat keefektifan sistem E-Court di
Pengadilan Agama Sidoarjo telah menduduki jumlah perkara tertingginya pada
tahun 2024 di wilayah PTA (Pengadilan Tinggi Agama) Surabaya.® Penerapan
sistem ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan
yang selama ini dihadapi dalam sistem peradilan tradisional, seperti penumpukan
perkara, kesulitan dalam proses administrasi, serta tingginya biaya perkara.

Meski demikian, Implementasi sistem aplikasi E-Court di Pengadilan
Agama Sidoarjo berperan dalam proses penyelesaian kasus perceraian masih

memerlukan kajian yang mendalam guna mengevaluasi berbagai aspek, seperti

3 Andi Hamzah," Hukum Acara Pidana Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). him. 10.

4 Aco Nur and Amam Fakhrur, -Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama" (Jakarta:
Nizamia Learning Center, 2019). him. 5.

® “Hasil Prapenelitian Terlihat Berupa Piagam Penghargaan Atas Prestasi Presentase E-
Court Tertinggi” (PTA Surabaya, n.d.).



kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta tingkat
pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap sistem ini. Studi ini bertujuan
untuk menganalisis bagaimana sistem E-Court diterapkan di Pengadilan Agama
Sidoarjo melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan agar dapat
menganalisa lebih dalam tentang persepsi, praktik, serta alasan di balik
implementasi sistem E-Court. Dalam penelitian ini, perspektif Islam tinjauan
maslahah mursalah menjadi landasan dalam menganalisis sistem E-Court dalam
penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dalam pandangan hukum Islam, konsep maslahah mursalah, merupakan
salah satu metode istinbath hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam
syariat dan tidak memiliki dalil yang secara langsung memerintahkan atau
melarangnya. Namun, lebih menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan
pencegahan kemudharatan bagi umat manusia.® Penerapan E-Court dalam proses
penyelesaian kasus perceraian dapat dianalisis melalui sudut pandang maslahah
mursalah untuk mengevaluasi manfaatnya serta kemampuannya dalam
menghindari kerugian bagi para pencari keadilan.

Terkait beberapa penelitian terdahulu walaupun telah banyak yang
membahas tentang implementasi E-Court di berbagai pengadilan, banyak di
antaranya masih terbatas pada aspek teknis dan administratif. Penelitian yang
mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam

konteks tinjauan maslahah mursalah, masih jarang dilakukan.

® Ahmad Sanusi and Sohari, “Ushul Figh” (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). HIm. 81.



Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa terdorong untuk
menelusuri permasalahan ini di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A secara lebih
mendalam melalui sebuah penelitian. Penelitian ini berfokus pada penerapan E-
Court, baik ditinjau dari aspek teori maupun prinsip peradilan yang sederhana,
cepat, dan terjangkau, serta pada perlindungan privasi para pihak yang berperkara
dalam perspektif maslahah mursalah. Diharapkan, temuan penelitian dapat
memberi Kkontribusi penting, baik secara teoretis maupun praktis, bagi
pengembangan sistem peradilan elektronik di Indonesia, khususnya dalam lingkup
Pengadilan Agama.

1.2. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan
memiliki peran penting dalam memastikan kejelasan ruang lingkup dan fokus
kajian, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna yang dimaksud.
Oleh karena itu, terdapat sejumlah istilah utama yang perlu diperjelas secara khusus
dalam pembahasan ini.”

1. E-Court adalah layanan yang ditawarkan oleh pengadilan agar
masyarakat dapat mendaftar kasus dengan cara daring. Tidak hanya itu,
sistem ini juga mencakup perhitungan biaya perkara secara otomatis,
pembayaran biaya melalui metode online, serta serta menjalankan proses
panggilan dan sidang secara digital, termasuk pengiriman dokumen

sidang.®

" Muhammad Ad and Waul Hag, “Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam
Penyelesaian Konflik Rumah Tangga,” Jurnal Hukum Keluarga slam 2 (2024): him. 87-101.
8 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, 2019, him. 7.



2.

Maslahah mursalah merujuk pada suatu bentuk kemaslahatan yang tidak
secara eksplisit disebutkan dalam syariat serta tidak memiliki dalil
khusus yang mengharuskan pelaksanaannya atau melarangnya. Namun,
penerapannya dapat membawa manfaat besar bagi kehidupan
masyarakat.® Metode ini berfokus pada pengambilan kemanfaatan dan
penolakan kemudharatan dengan tujuan untuk memelihara maksud dan

tujuan syara’.

1.3.  Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang masalah diatas yang

berkaitan dengan tinjauan maslahah mursalah dalam implementasi e-court pada

perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A, maka peneliti tertarik

untuk mengkayji lebih jauh terkait;

1.

Bagaimana penerapan praktik e-court dalam proses penyelesaian
perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A?

Bagaimana pandangan maslahah mursalah terhadap penerapan sistem
e-court dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan

Agama Sidoarjo Kelas 1A?

1.4.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan penelitian diantaranya:

¢ Imron Rosyadi, “MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM,” Suhuf 24
(2012): him. 3.



1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara perceraian ditinjau dari aspek
keberhasilan sistem aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo
kelas 1A.
2. Untuk menganalisis perspektif maslahah mursalah dalam konteks
perkara perceraian berbasis E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo
Kelas 1A.
Sehubungan manfaat penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep
dan teori mengenai efektivitas sistem peradilan elektronik (e-court),
khususnya dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama
Sidoarjo. Selain itu, penelitian Ini-juga mengintegrasikan konsep
maslahah mursalah dalam konteks perkembangan teknologi peradilan.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk masyarakat
Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan
pemahaman kepada para pencari keadilan, khususnya pihak yang
berperkara di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A. Tujuan tersebut
adalah agar mereka dapat menjalani proses persidangan dengan
cepat, tepat, efisien, dan tanpa terbebani biaya yang besar.

b. Untuk Pengadilan
Temuan dalam semoga bisa menjadi acuan dan memberikan

masukan yang berharga bagi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A



dalam upaya meningkatkan kualitas layanan sistem e-court,
Khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian.
c. Untuk peneliti selanjutnya
Kajian ini berpotensi menjadi sumber referensi yang bermanfaat
dalam pengembangan penelitian lebih lanjut  mengenai
pengembangan sistem E-Court serta aspek kemaslahatan (maslahah
mursalah) bagi masyarakat muslim di Indonesia.
1.5. Tinjauan Pustaka
Dalam rangka memastikan bahwa penelitian ni memiliki keaslian dan bukan
merupakan duplikasi atau bentuk plagiarisme, penyertaan kajian pustaka menjadi
hal yang sangat penting. Diantara beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan topik ini antara lain sebagai berikut:
1. Penelitian Ainur. Rohmah dkk. (2020) dalam Ma’mal: Jurnal
Laboratorium Syariah dan Hukum menegaskan bahwa implementasi e-
Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A merupakan wujud nyata
pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2018, yang menghadirkan layanan
peradilan modern melalui fitur e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-
Litigation. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa e-Court efektif
dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan, terbukti dengan ringkasnya proses administrasi, berkurangnya

biaya transportasi, serta meningkatnya transparansi melalui akses

10 Achmad Zacfar Shidiq, dkk, “Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas
Peradilan Sederhana,Cepat Dan Biaya Ringan,” Malang: Dinamika 2, no. 3 (2021).
https://68b14def-e7b0-8327-8fb0-cb6b4a32f758.
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informasi perkara pada SIPP. Bahkan, Mahkamah Agung (2021)
melaporkan bahwa penerapan e-Court mampu menurunkan rata-rata
waktu penyelesaian perkara hingga 30% dibanding sistem manual,
sekaligus meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan.
Namun demikian, Rohmah dkk. juga mencatat hambatan berupa
keterbatasan literasi teknologi, kendala jaringan internet, serta potensi
ancaman keamanan digital yang masih perlu diatasi agar keadilan
substantif dapat benar-benar terwujud. Berbeda dengan penelitian
tersebut yang lebih menekankan pada implementasi awal dan
efektivitas administratif, penelitian ini mengkaji perkembangan terkini
pasca diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2019 hingga PERMA No.
7 Tahun 2022, dengan cakupan analisis yang lebih luas tidak hanya
pada asas sederhana-cepat-murah, tetapi juga pada delapan asas
peradilan agama (personalitas keislaman, legalitas, kewajiban
mendamaikan, peran aktif hakim, keterbukaan, kebebasan, equality,
serta sederhana—cepat—murah) dalam tinjauan maslahah mursalah.,
penelitian ini memberikan nilai kebaruan karena tidak sekadar
deskriptif, melainkan juga Kkritis-komparatif, menilai sejauh mana
transformasi digital peradilan agama melalui e-Court benar-benar
sejalan dengan magqasid al-syari’ah, yakni  menghadirkan
kemaslahatan, mencegah kemudaratan, serta memperkuat legitimasi

pelayanan peradilan agama di era modern.



2. Penelitian Zakiatul Munawaroh (2019) berfokus pada implementasi
awal sistem e-Court di Pengadilan Agama Surabaya Kelas | A sebagai
inovasi administrasi peradilan, di mana ditemukan bahwa layanan e-
Filing, e-Payment, dan e-Summons telah berjalan begitu baik, namun
fitur e-Litigation belum maksimal karena tahap pembuktian, ikrar talak,
dan putusan masih dilakukan secara konvensional, sementara hambatan
teknis maupun literasi digital masyarakat masih dominan. Penelitian
tersebut bersifat deskriptif-administratif dan lebih menekankan aspek
teknis awal digitalisasi peradilan. Berbeda dengan itu, penelitian ini
menghadirkan perspektif yang lebih mutakhir dan komprehensif,
dengan mengkaji penyelesaian kasus perceraian yang menggunakan e-
Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A dalam tinjauan
maslahah mursalah, terutama pasca diberlakukannya regulasi terbaru
(PERMA No. 1 Tahun 2019 hingga PERMA No. 7 Tahun 2022).
Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menjadi lebih
mendalam karena tidak hanya memotret aspek teknis-administratif,
tetapi juga menganalisis Kinerja E-Court melalui delapan asas peradilan
agama (personalitas keislaman, legalitas, kewajiban mendamaikan,
peran aktif hakim, keterbukaan, kebebasan, equality, dan asas
sederhana-cepat-murah) dalam kerangka maslahah mursalah, serta
melibatkan berdialog dengan pihak terkit, panitera, petugas E-Court,
ahli hukum, dan pihak yang mempunyai perkara, didukung data SIPP

dan dokumentasi elektronik. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya



mengevaluasi seberapa efisien prosedur yang ada, tetapi juga
mengaitkannya dengan magqgasid al-syari’ah (hifz al-mal, hifz al-nafs,
dan hifz al-nasl), sehingga menghadirkan dimensi normatif-syar i yang
tidak ditemukan dalam penelitian Munawaroh. Perbedaan mendasar
inilah baik dari sisi lokasi dan fase perkembangan (Surabaya 2019 dan
Sidoarjo pasca-PERMA terbaru), kedalaman analisis normatif-empiris,
maupun fokus pada integrasi asas peradilan dan maslahah mursalah
yang menjadikan penelitian ini lebih komprehensif sekaligus memiliki
kebaruan ilmiah yang jelas.*!

3. Penelitian Habibah Zainah & Muchamad Coirun Nizar (2022) dalam
Jurnal Ilmiah Sultan Agung menelaah implementasi E-Court di
Pengadilan Agama Cilacap melalui tinjauan maslahah mursalah, dan
menemukan bahwa meskipun tahapan e-Filing, e-Payment, dan e-
Summons berjalan cukup baik, penerapan e-Litigation masih terbatas
pada pertukaran dokumen perkara, sementara tahap penting seperti
pembuktian dan ikrar talak tetap harus dilakukan secara tatap muka.
2Dalam analisisnya, E-Court dikategorikan sebagai maslahah
hajiyyah, karena memberikan kemanfaatan berupa efisiensi waktu,
biaya, dan akses tanpa bertentangan dengan nash, meski kemanfaatan

ini belum merata akibat keterbatasan infrastruktur digital dan

11 Zakiatul Munawaroh, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi
E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian” (n.d.). https://c/68bl4def-e7b0-8327-8fb0-ch6b4a32f758.

12 Habibah Zainah dan Muchamad Choirun Nizar, “Penerapan E-Court di Pengadilan
Agama Cilacap dalam Perspektif Maslahah Mursalah,” Jurnal Iimiah Sultan Agung 58, no. 2
(2022): 115-130.
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rendahnya literasi teknologi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan
catatan Badilag MA (2022) yang menekankan masih adanya
kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai
tantangan utama peradilan elektronik.®®* Berbeda dengan penelitian
tersebut yang berfokus pada aspek teknis implementasi dan klasifikasi
maslahat, penelitian ini menitikberatkan pada penerapan konkret sistem
E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A melalui pendekatan
yuridis-empiris, kami melakukan wawancara dengan hakim, panitera,
petugas e-Court, pengacara, dan pihak yang terlibat dalam perkara,
untuk menilai sejauh mana digitalisasi peradilan perceraian benar-benar
menghadirkan kemanfaatan publik dan selaras dengan asas keadilan
substantif. Dengan menggunakan pisau analisis maslahah mursalah,
penelitian ini tidak berhenti pada kategorisasi hajiyyah, melainkan
berupaya mengukur tingkat kemaslahatan pada tiga level magasid al-
syari’ah: daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah, sehingga memberikan
kontribusi baru yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan ini
memperluas dimensi kajian dengan menghubungkan hukum positif,
praktik peradilan, dan teori hukum Islam, sehingga menghasilkan
gambaran lebih komprehensif mengenai sejauh mana e-Court di PA

Sidoarjo bukan hanya modernisasi prosedural, tetapi juga instrumen

13 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Laporan Tahunan
Badilag” 2022 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), 47.
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nyata dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai tujuan
Syariat.

4. Penelitian Shodikin, Saepullah, & Lestari (2021) dalam Jurnal
Mediasas menegaskan efektivitas e-Court di Pengadilan Agama Kota
Cirebon, di mana hasil studi kualitatif menunjukkan bahwa sistem ini
mampu memberikan manfaat signifikan bagi para pihak, terutama
dalam mempersingkat waktu sidang, mengurangi biaya transportasi,
serta mempermudah administrasi.** Bahkan, keberadaan pojok E-Court
menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang masih menghadapi
masalah teknis dalam mengakses layanan digital, sejalan dengan upaya
Mahkamah Agung (2021) untuk meningkatkan akses keadilan berbasis
teknologi.*® Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi
sejumlah kendala seperti kurangnya akses internet dan kemampuan
digital yang masih rendah, serta resistensi sebagian pihak yang lebih
nyaman menggunakan  sistem manual. Dari sudut normatif,
implementasi e-Court dianggap selaras dengan Pasal 2 ayat (4) UU No.
48 Tahun 2009 yang mengamanatkan asas sederhana, cepat, dan biaya
ringan, sekaligus merepresentasikan arah modernisasi peradilan
menuju transparansi dan akuntabilitas. Berbeda dengan penelitian

tersebut yang lebih menekankan aspek efektivitas administratif dan

14 Shodikin, Saepullah, dan Lestari, “Efektivitas Penerapan E-Court di Pengadilan Agama
Kota Cirebon,” Jurnal Mediasas 6, no. 1 (2021): 45-60. https://c/68b14def-e7b0-8327-8fh0-
chb6b4a32f758.

15 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021), 32. https://c/68b14def-e7b0-8327-8fh0-ch6b4a32f758.
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solusi teknis, penelitian ini berfokus pada evaluasi keseluruhan rantai
layanan perceraian berbasis E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo
Kelas 1A, termasuk integrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) serta inovasi E-Akta Cerai (EAC) yang mempercepat
pemberian salinan putusan kepada para pihak. Tidak hanya menyoroti
efisiensi dan kendala teknis, penelitian ini juga menyusun rekomendasi
kebijakan berbasis maslahah, seperti peningkatan literasi digital,
penguatan infrastruktur, dan pendampingan bagi pihak yang masih
kesulitan mengakses teknologi. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan kontribusi  kebaruan berupa analisis yang lebih
komprehensif dan integratif, menghubungkan aspek hukum positif,
praktik peradilan, dan teori hukum Islam, sehingga lebih jauh
memperlihatkan bagaimana digitalisasi peradilan melalui e-Court tidak
sekadar efisiensi prosedural, tetapi juga instrumen untuk menghadirkan
kemaslahatan publik sesuai dengan prinsip maqasid al-syari’ah.
1.6.  Metode Penelitian
Karena menguraikan prosedur metodis yang digunakan untuk menyelidiki
dan mengevaluasi masalah yang diangkat, teknik penelitian memainkan peran
penting dalam karya ilmiah.!® Pemilihan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A
sebagai objek penelitian bukanlah tanpa pertimbangan. Terdapat sejumlah alasan

akademis, empiris, dan praktis yang melatarbelakangi keputusan ini, sehingga

16 Prof Sugiyono," Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D "(Bandung:
Alfabeta, 2018). https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/METODE-PENELITIAN-
KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-RND.
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menjadikannya lokasi yang relevan sekaligus strategis untuk mengkaji penerapan
sistem E-Court dalam perkara perceraian dengan perspektif maslahah mursalah
diantaranya (Tingkat Perkara Perceraian Tertinggi di Wilayah PTA Surabaya,
Kelas 1A menandakan Infrastruktur dan Kompleksitas Perkara, Posisi Geografis
dan Sosio-Kultural Sidoarjo, Pusat Inovasi dan Integrasi Teknologi Peradilan,
Relevansi Akademis dan Kebaruan Penelitian). Penelitian ini mengadopsi suatu
pendekatan yang diterapkan dirancang untuk memperoleh data akurat, relevan, dan
mendalam terkait penerapan perkara perceraian berbasis E-Court di Pengadilan
Agama Sidoarjo kelas 1A. Dengan menggunakan metode yang sesuai, penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara penggunaan sistem E-Court
analitis kasus perceraian dan pertimbangan maslahah mursalah. Rincian metode

yang diterapkan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif dan berorientasi pada analisis mendalam
agar sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Metode yang diterapkan
adalah penelitian lapangan, dimana mengandalkan data primer untuk
memperjelas hubungan antara teori dan praktik. Dalam proses
pengumpulan data, penulis secara langsung melakukan observasi dan
penggalian informasi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, dengan
penekanan pada penerapan sistem E-Court dalam kasus perceraian

dengan tinjauan maslahah mursalah.*’

17 Seerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: Ul Press, 2008), him. 32.
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2. Pendekatan penelitian penulis
Pengamatan lapangan langsung dan konkret digunakan untuk
mengumpulkan data bagi metodologi yuridis-empiris (penelitian sosio-
hukum) penelitian ini, yang memadukan penelitian hukum sosial dan
hukum normatif. Selain itu, data yang terkumpul dikumpulkan,
diinterpretasi, dan dikaji secara metodis untuk memilihnya sesuai
dengan kebutuhan tesis.®

3. Sumber Data
Untuk membuat proses mengenali sumber data lebih mudah, penelitian
ini membagi sumber tersebut menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah

bahan hukum primer dan jenis kedua adalah bahan hukum sekunder,

yang digunakan sebagai acuan utama dalam proses analisis.

a. Data Primer
Orang-orang yang relevan/para pemangku kepentingan sebagai
kunci penyelenggaraan e-Court perkara perceraian di PA
Sidoarjo Kelas 1A maupun pihak-pihak pendukung lainnya,
diwawancarai untuk penelitian ini secara kesuluruhan berjumlah
6 orang diantaranya dari pihak internal (Hakim Pengadilan,
Panitera muda Pengadilan, Petugas E-Court), sedangkan dari
pihak eksternal sebagai pendukung diantaranya (2 Advokat dan

Pemuka Agama), guna mengumpulkan pengetahuan langsung

18 Johnny lbrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif “(Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), him. 295.
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dari lapangan, yaitu data mengenai pelaksanaan implementasi
sistem E-Court dalam penyelenggaraan peradilan perkara
perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A dengan
tinjauan maslahah mursalah.

b. Data Sekunder
Sumber data tambahan yang dikombinasikan dengan data primer
guna memastikan kesesuaian dan akurasi, mencakup jurnal
hukum, dokumen resmi, laporan hasil penelitian, serta berbagai
literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan aturan yang telah
disusun secara - sistematis serta mengikuti standar tertentu guna
memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan berlandaskan prinsip
tersebut, penelitian ini menerapkan metode dipilih oleh peneliti untuk
mendukung analisis yang dilakukan.

a. Tata cara administrasi dan pembahasan di Pengadilan Agama
Sidoarjo kelas 1A diamati secara langsung untuk keperluan
penelitian ini, baik melalui sistem elektronik (e-court) maupun
secara konvensional. Analisis mencakup data e-court bersama
panitera muda (Bapak Setianto, S.H., M.H.), yang bertanggung
jawab atas pencatatan dan pengelolaan perkara. Selain itu,
aplikasi e-court digunakan untuk pencarian perkara dan

eksplorasi direktori putusan Mahkamah Agung, memungkinkan
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pemeriksaan perkara dari tahap administrasi hingga putusan
akhir, baik secara digital maupun melalui kunjungan langsung
ke pengadilan.

b. Data tentang pemanfaatan Penerapan sistem e-Court dalam
penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo
Kelas 1A dikumpulkan untuk penelitian ini melalui wawancara.
Proses ini melibatkan dialog dengan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk Hakim Pengadilan (Bapak H. Arifin,
S.H., M.H.), Panitera Muda Hukum (Bapak Setianto, S.H.,
M.H.) , Petugas e-court (Bapak Hatta Adeaksa B), Advokat
(Bapak Sigit, S.H., M.H. dan Bapak Rahmatullah, S.H.), serta
Pemuka Agama (KH. Sholeh Qosim, M.Si.). Tujuan utama
wawancara adalah memperoleh pemahaman mendalam
mengenai efektivitas sistem e-court dengan tinjauan maslahah
mursalah.

c. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai
efektivitas implementasi e-court dengan menelusuri berbagai
sumber, seperti buku, dokumen, arsip, serta laporan dari register
dan panitera. Informasi yang diperoleh mencerminkan kinerja
Sidoarjo dan berperan penting dalam memperkaya penelitian.

5. Teknik Analisis Data
Penelitian kualititatif menurut Miles dan Huberman mengalami

perkembangan berdasarkan peristiwa di lapangan, dengan pengumpulan
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dan analisis data yang berlangsung secara simultan dalam siklus
interaktif. Pendekatan ini menekankan dinamika hubungan antara data
dan analisis sebagai bagian integral dari penelitian. Untuk menyajikan
data secara lebih jelas, Model Analisis interaktif dipilih dalam penelitian
yakni menguraikan tahapan analisis ke dalam beberapa bagian utama.*®
a. Pengumpulan data
Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan
catatan lain yang telah dikelompokkan berdasarkan penekanan
penelitian digunakan wuntuk menjalankan model analisis
pertama. Selanjutnya, data tersebut dikembangkan melalui
proses penajaman dengan pencarian informasi tambahan guna
memperdalam analisis.
b. Reduksi data
Salah satu jenis analisis yang disebut reduksi data bertujuan
untuk mempertajam, mengelompokkan, serta mengarahkan data,
sekaligus menyaring informasi yang tidak relevan. Data yang
telah diorganisasi dengan sistematis memungkinkan penarikan
kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi secara lebih akurat.
c. Penyajian data
Penyajian data merupakan proses pengorganisasian informasi

yang bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan kesimpulan

¥ Muhammad Ad and Waul Hag, “Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam
Penyelesaian Konflik Rumah Tangga,” Jurnal Hukum Keluarga slam 2 (2024):, him. 181.
https://68b14def-e7b0-8327-8fb0-cb6b4a32f758.
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dalam suatu penelitian. Melalui penyusunan data yang
sistematis, pola-pola yang bermakna dapat diidentifikasi,
sehingga ~memungkinkan perumusan kesimpulan serta
pengambilan tindakan yang relevan.
d. Penarikan Kesimpulan

Langkah penting dalam keseluruhan proses penyiapan adalah
menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dalam
penelitian terus diverifikasi sepanjang pelaksanaannya. Proses
ini dilakukan sejak peneliti mulai menyusun catatan,
mengidentifikasi = pola  dalam  pernyataan, merancang
konfigurasi, menentukan hubungan sebab-akibat, serta

merumuskan berbagai proposisi yang relevan.

1.7. Rancangan Sistematika Penelitian

Studi ini terbagi menjadi lima bagian, dan setiap bagian memiliki subbagian
yang saling terkait. Metode penelitian dijelaskan dengan urutan sebagai berikut:
BAB I: Berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian
pustaka, metode yang digunakan, dan susunan penulisan.
BAB II: Bagian ni menguraikan kerangka teori yang dijadikan dasar analisis
penelitian. Pembahasannya mencakup definisi dan konsep dasar mengenai sistem
E-Court dalam kasus perceraian, landasan hukum yang mendukungnya, parameter

maslahah mursalah dalam di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.
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BAB IlI: Bagian ini mengulas paparan data yang didapatkan dari lapangan
mengenai konsep maslahah mursalah, dengan menyoroti kasus perceraian melalui
penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.

BAB IV: Bagian ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan yang mencakup
analisis data lapangan mengenai penerapan sistem E-Court dalam kasus perceraian
dengan konsep maslahah mursalah di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.

BAB V: Bagian ini berfungsi sebagai penutup dari pembahasan yang menyajikan
kesimpulan temuan utama Serta rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan

temuan hasil penelitian.
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BAB Il
E-COURT DALAM SISTEM HUKUM ACARA DI

PERADILAN AGAMA PERKARA PERCERAIAN

2.1 Perceraian
2.1.1 Pengertian Perceraian

Dalam bahasa Arab, talak berarti melepaskan atau memutus ikatan, baik
yang konkret (seperti tali kekang) maupun abstrak (misalnya ikatan perkawinan).
Dalam kajian figh, istilah untuk perceraian adalah talak atau furgah. Kata talag
merujuk pada proses pembatalan ikatan atau penghentian suatu akad, sedangkan
furgah mengandung arti pemisahan, yang menjadi lawan dari kebersamaan.?
Subekti mengartikan perceraian sebagai berakhirnya ikatan perkawinan yang
diputuskan melalui keputusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak, selama
perkawinan tersebut masih berlangsung.?

Ayat 1 Surat at-Talag memuat hukum-hukum Al-Qur'an yang mengatur

masalah perceraian:

| sty Setal (b 3l alodl) 2k 19 200 16
S8 wess b T s A \FGEE. -y &ﬁ/%a °
V5 O s (e (R3S Y A5 A ) 5800 5 0s)

° ) 2,8 g /°~. %/,,g - % /o,.%w ° g <o 8% -
Gy 4 A3 iy ik Ay (3l 3 V) R 04

20 Wasman and Wardah Nuroniyah, " Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia "
(Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), him. 82.

21 Slamet Abidin and Aminuddin, "Fikih Munakahat " (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),
him. 9.
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“Wahai Nabi, ceraikanlah istri-istrimu ketika mereka
mampu menghadapi masa ddah mereka (yang wajar),
hitunglah  detik-detik menjelang iddah itu, dan
bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Kecuali jika mereka
melakukan perbuatan keji yang nyata, janganlah engkau
mengusir mereka dari rumah mereka atau membiarkan
mereka pergi. Sungguh, ia telah menganiaya dirinya
sendiri karena ini-adalah hukum Allah. Mungkin Allah
akan memberikan sesuatu yang baru setelah itu, tetapi kita
tidak pernah tahu.”?2

Jika ditelaah dari segi hukum perdata, perkara perceraian ini secara teoritis
dapat digolongkan sebagai gugatan wanprestasi, yaitu Gugatan untuk mengikatkan
diri secara lahir dan batin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.2%
Namun, perceraian telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Muslim, serta dalam UU Nomor 1
Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 untuk non-Muslim. Dengan demikian, hal
ini sesuai dengan prinsip lex specialis, ketentuan khusus tersebutlah yang

diberlakukan.

22 Kementrian Agama RI Qur’an dan Terjemah 2019
23 Sophar Maru Hutagulung, Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara Di
Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 53.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
istilah perceraian dalam hukum positif mencerminkan tiga bentuk pemutusan
hubungan pernikahan:?*

a. Adanya tindakan hukum dari pihak suami maupun istri untuk secara
resmi mengakhiri katan perkawinan.

b. Terjadi peristiwa hukum berupa wafatnya salah satu pasangan, yang
merupakan ketetapan ilahiah sebagai penyebab berakhirnya
hubungan pernikahan.

c. Putusan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan menetapkan
secara hukum berakhirnya ikatan perkawinan tersebut.

Rincian mengenai hukum perceraian diatur dalam Pasal 39-41 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan Pasal 14-36 PP Nomor 9
Tahun 1975. Secara khusus, Pasal 39 mengatur hal-hal berikut:

a. Perceraian pada prinsipnya hanya dapat diproses melalui lembaga
peradilan setelah majelis hakim berupaya untuk melakukan perdamaian,
namun jika usaha tersebut tidak berhasil menyatukan kembali pihak-
pihak yang berselisih, maka perceraian dapat diproses lebih lanjut.

b. Perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan, yang membuktikan bahwa keberlanjutan
rumah tangga tidak dapat dipertahankan, dengan prosedur yang diatur

secara tegas dalam hukum positif.

24 Muhammad Syaifuddin,dkk, Hukum Perceraian, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), him. 20. https://c/68b14def-e7b0-8327-8fb0-ch6b4a32f758.
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Meskipun peraturan perundang-undangan terkait cukup komprehensif,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 hanya memberikan definisi perceraian secara dasar. Definisi tersebut
mencakup perceraian dengan talag maupun perceraian melalui litigasi, tanpa
menjelaskan bentuk-bentuk perselisihan atau kesalahpahaman lainnya. Namun
demikian, baik perceraian dengan cerai gugat maupun perceraian melalui litigasi,
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap diakui sebagai bentuk perceraian yang sah
dan mampu secara hukum mengakhiri suatu perkawinan,?

a. Cerai Talak

Dalam fikih Islam, talak merupakan putusnya hubungan pernikahan secara
sah, meski termasuk hal yang halal namun sangat tidak disenangi oleh Allah Swit.
Berdasarkan ketentuan fikih, talak dikategorikan menjadi dua jenis utama:

1) Selama masa iddah belum lewat, suami masih diperbolehkan
mengunjungi istrinya dalam bentuk talak Raj'i, yaitu jenis talak pertama
dan kedua.

2) Talak ba’in adalah talak yang terjadi pada talak ketiga atau dalam
kondisi tertentu seperti sebelum terjadinya hubungan suami istri, atau
saat istri mengajukan tebusan kepada suami untuk berpisah. Talak ba ’in

terdiri dari dua bentuk, yaitu:

% Muhammad Syaifuddin,dkk, "Hukum Perceraian”, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), hlm. 116. https://repository.iainkudus.ac.id.
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a. Secara khusus, perceraian yang tidak dapat diajukan lagi dikenal
sebagai talak ba'in sughra, tetapi mantan pasangan diperbolehkan
melangsungkan akad nikah yang baru meskipun masa iddah belum
berakhir. Talak jenis ini mencakup talak sebelum adanya hubungan
fisik, talak karena khulu’ atau tebusan, serta talak yang diputuskan
oleh lembaga peradilan agama.

b. Apabila talak diucapkan untuk ketiga kalinya, hal ini dikenal
sebagai talak ba’in kubra. Talak jenis ini menimbulkan larangan
bagi suami untuk melakukan rujuk maupun mengadakan akad
nikah kembali dengan mantan istri tersebut. Pengecualian berlaku
Jika mantan istri tersebut menikah dengan pihak lain, kemudian
pernikahan- itu berakhir dengan-perceraian setelah masa iddah
selesal.

Apabila talak diucapkan untuk ketiga kalinya, hal ini dikenal sebagai talak
ba’in kubra. Talak jenis ini menimbulkan larangan bagi suami untuk melakukan
rujuk maupun mengadakan akad nikah kembali dengan mantan istri tersebut.
Pengecualian berlaku jika mantan istri tersebut menikah dengan pihak lain,
kemudian pernikahan itu berakhir dengan perceraian setelah masa iddah selesai.
Berdasarkan Pasal 129-130, talak diajukan lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama
sesuai domisili istri, disertai alasan dan permintaan sidang. Pengadilan dapat
menerima atau menolak, dan jika ditolak, pemohon berhak mengajukan banding

atau kasasi.
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b.  Cerai Gugat

Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya harus diajukan
ke Pengadilan Agama yang berwenang berdasarkan domisili penggugat. Namun,
apabila istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan
tersebut diajukan di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas domisili
suami. Dalam perspektif hukum Islam, istri memiliki hak untuk mengajukan khulu’,
yaitu perceraian atas kehendaknya sendiri, meskipun tanpa persetujuan suami,
asalkan terdapat alasan syar’i seperti penelantaran, murtad, atau pelanggaran
kewajiban. Jika istri khawatir tidak mampu menjalankan pernikahan sesuai
ketentuan Allah Swt., maka ia berhak mengakhiri perkawinan melalui mekanisme
khulu’. Adapun dasar atau alasan yang digunakan dalam pengajuan gugatan khulu’
sejalan dengan alasan yang berlaku pada gugatan perceraian terkait talak.

Bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri, dikenal dengan istilah
khulu’, dinilai sebagai normativ yang diperbolehkan atau mubah menurut jumhur
ulama. Kebolehan ini berpijak pada dalil syar’i yang menjadi landasan normative
bagi mekanisme khulu’ dalam hukum Islam tercantum dalam Surah Al-Bagarah

ayat 229:
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Artinya: “Dua kasus talak (yang dapat didamaikan). Setelah
itu, bercerai secara konstruktif atau rujuk kembali secara
konstruktif diperbolehkan. Kecuali apabila keduanya
khawatir tidak mampu menjalankan ketentuan Allah, maka
tidak diperbolehkan bagi andauntuk mengambil kembali apa
pun yang telah diberikan kepada mereka. Tidak ada
salahnya bagi kedua belah pihak jika istri menyumbangkan
uang Untuk menebus dirinya apabila dikhawatirkan tidak
mampu menaati ketentuan Allah. Janganlah melampaui
batas-batas yang telah ditetapkan tersebut, karena ini adalah
batasan-batasan Allah. Orang-orang yang berbuat zalim
adalah mereka yang melanggar batasan-batasan Allah”.2

2.2 Hukum Acara Peradilan Agama

2.2.1 Pengertian

Lembaga peradilan, yang dalam terminologi Belanda dikenal sebagai
rechtspraak dan dalam bahasa Inggris disebut judiciary, merepresentasikan fungsi
konstitusional negara dalam menjamin penegakan hukum serta tercapainya
keadilan. Sementara itu, istilah pengadilan, yang disebut rechtbank dalam bahasa
Belanda dan court dalam bahasa Inggris, dipahami sebagai organ yudisial yang
memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan
sebagai perwujudan dari prinsip keadilan.?’

"Adil" merupakan akar kata yang sama dengan istilah penyiaran dan

pengadilan, dan artinya adalah sebagai berikut:

26 Kementrian Agama RI Qur’an dan Terjemah 2019
27 Subekti, "Kamus Hukum" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 91-92.
https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/c15fdb7e-853d-4b06-43fc-08db6e8b31bb.
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a. Prosedur persidangan.

b. Upaya penegakan keadilan.

c. Menyelesaikan sengketa hukum di pengadilan.

d. Berdasarkan ketentuan peraturan UU yang berlaku.?®

Hukum acara perdata memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa hak
dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata dapat diterapkan secara efektif.
Cakupan hukum acara perdata mencakup berbagai aspek, antara lain tata cara
pengajuan gugatan ke pengadilan, mekanisme pembelaan yang dapat diajukan oleh
tergugat terhadap gugatan penggugat, peran dan sikap hakim sebelum serta selama
proses persidangan.

Kecuali ditentukan secara khusus dalam undang-undang, ketentuan hukum
acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama mengikuti hukum acara perdata
yang diterapkan di Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006.2° Untuk perkara perkawinan, prosedur yang ditempuh bersifat khusus,
sementara jenis perkara lainnya tetap mengikuti hukum acara perdata. Pelaksanaan
prosedur tersebut meliputi yurisdiksi Pengadilan Agama, mekanisme pemanggilan,
proses pemeriksaan, tahap pembuktian, pengaturan biaya perkara, serta

pelaksanaan eksekusi putusan.

28 Ahmad Fatoni Ramlli, "Administrasi Peradilan Agama " (Bandung: CV Mandar Maju,
2013), him. 2. https://mandarmaju.com/main/detail/435/ADMINISTRASI-PERADILAN-
AGAMA.

29 Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama"
(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2001), him. 7.
https:/lib.ui.ac.id/file?file=pdf%2Fmetadata-20292130.pdf.
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Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum acara Peradilan
Agama adalah aturan yang menuntun penerapan hukum perdata melalui
keterlibatan aktif hakim. Aturan ini menjadi pedoman sidang dan memastikan
proses peradilan berjalan efektif serta menghasilkan putusan yang adil. Memahami
dasar-dasar hukum acara sangat penting untuk menerapkannya dengan benar.
Mengenai Pengadilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1989 menjabarkan delapan asas
utama. Berikut ini adalah asas-asas umum hukum Pengadilan Agama®’:

1. Asas Personalitas Ke-Islam-an

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur konsep
kepribadian Islam dengan menyatakan bahwa “Pengadilan Agama adalah
pengadilan bagi orang yang beragama Islam." Selain itu, Pasal 2 juga mengatur hal
tersebut dengan menyatakan bahwa "Untuk perkara perdata tertentu yang diatur
dalam Undang-Undang ini, Pengadilan Agama berfungsi sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam dan pihak yang mencari keadilan.

Penjelasan ini memperjelas bahwa, sepanjang persoalan tersebut menyangkut
perselisihan yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, konsep
ndividualitas Islam juga terkait dengan beberapa masalah perdata®!, Pengadilan
Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara tingkat pertama yang berkaitan dengan umat Islam, khususnya dalam hal

80 Sulaikin Lubis, Wismar ’ain, and Gemala Dewi, "Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama Di ndonesia" (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), him. 61.
https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/365.

81 Sulaikin Lubis, Wismar ’ain, and Gemala Dewi, "Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama Di ndonesia" (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), him.. 62.
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perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, sebagaimana diatur dalam
Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
2. Asas legalitas
Untuk memastikan persidangan dilaksanakan tanpa diskriminasi, asas
legalitas melindungi hak-hak dasar pencari keadilan untuk memperoleh
perlindungan hukum. Menurut UU Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 14 ayat (3), "
Persidangan dijalankan secara independen untuk menegakkan kebenaran dan
keadilan melalui hukum” 32
3. Asas wajib mendamaikan
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang
pengertian perdamaian paksa, yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat
dilakukan di pengadilan setelah upaya mediasi antara kedua pihak gagal.” Selain
itu, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa: (a)
hakim yang memeriksa gugatan cerai harus berusaha untuk mempertemukan kedua
pihak, dan (b) upaya pertemuan ini dapat dilakukan pada setiap sidang selama
perkara tersebut belum diputuskan.®?
4. Asas aktif memberi bantuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 58 ayat (2) dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat (2) keduanya mengatur mengenai asas
pemberian bantuan secara aktif. Kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa

"Pengadilan berperan dalam membantu pencari keadilan dan berusaha semaksimal

32A Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), him. 8.

33 M Yahya Harahap, -Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama" (Jakarta:
Sinar Grafika, 2001), him. 67.
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mungkin untuk mengatasi segala hambatan yang menghalangi tercapainya keadilan
yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan".34
5. Asas sederhana, cepat, biaya ringan
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan prinsip
peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Pasal tersebut menyatakan bahwa
"peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan." Oleh
karena itu, proses peradilan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pencari
keadilan, yang menginginkan penyelesaian perkara secara cepat, tepat, adil, dan
tanpa membebani biaya yang besar. Proses dan pengujian yang rumit tidak
diperlukan, dandapat membuat proses tersebut berlarut-larut selama bertahun-tahun,
bahkan terkadang mengharuskan ahli waris pencari keadilan untuk melanjutkannya.
Biaya rendah mengacu pada harga paling terjangkau yang dapat dijangkau oleh
masyarakat umum. Semua ini dicapal tanpa mengorbankan upaya penegakan
keadilan dan kebenaran.®
6. Asas persidangan terbuka untuk umum
Secara prinsip, Pemeriksaan perkara di pengadilan dilaksanakan secara
terbuka, sehingga publik dapat mengikuti jalannya sidang. Prinsip ini bertujuan
untuk menjamin hak asasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam

proses peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

3 Sulaikin Lubis, Wismar ’ain, and Gemala Dewi, "Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama Di indonesia" (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005),.him 74.

% M Yahya Harahap, -Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama" (Jakarta:
Sinar Grafika, 2001), him. 71.
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dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa,
"Persidangan bersifat terbuka untuk umum.".3®
7. Asas kebebasan

Kemandirian hakim dalam menjalankan tugas peradilannya didasarkan pada

asas berikut:

a. Terbebas dari campur tangan otoritas negara lain. Dalam konteks ini,
"bebas" mengacu pada ndependensi penuh dari legislatif, eksekutif, dan
cabang pemerintahan lainnya.

b. Hakim harus bebas dari paksaan, arahan, dan saran dari pihak-pihak di
luar sistem hukum. Dengan kata lain, hakim tidak dapat dipaksa untuk
mengikuti saran atau arahan yang berasal dari sumber eksternal yang
tidak terkait dengan sistem hukum.

c. Kebebasan dalam mengadakan wewenang peradilan, artinys kebebasan
dalam penegakan hukum dibatasi pada penerapan peraturan yang tepat,
penafsiran hukum yang sah, serta pencarian norma hukum melalui
doktrin, adat, yurisprudensi, dan pendekatan realisme.

8. Asas Equality
Kesetaraan hak merupakan landasan kesetaraan. Setiap orang memiliki hak
dan status yang sama di hadapan sidang pengadilan jika konsep ini dikaitkan
dengan peran peradilan. Oleh karena itu, di mata hukum, hak dan status adalah

setara.

36 A Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), him.. 9.
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2.2.2  Sumber Hukum AcaraPeradilan Agama
1) HIR
Herziene Indonesische Reglement adalah peraturan yang diterapkan di
wilayah Jawa dan Madura.®’
2) R.Bg
(Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) untuk suku-suku timur
asing dan Bumiputera yang tinggal di luar Jawa dan Madura yang

mengajukan gugatan ke Lendraad (pengadilan).3®

3) B.Rv
(Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering) B.Rv. tidak lagi sah
karena awalnya dirancang bagi orang Eropa untuk berperkara di Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan oleh dihapuskannya
Pengadilan Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian,
banyak aturan B.Rv. masih berlaku untuk perkembangan hukum acara
terkini. Misalnya, terkait pengajuan perkara, modifikasinya, intervensi, dan
sejumlah aturan hukum acara perdata lainnya.
4) BW
Burgelijke Wetboek voor Indonesia dikenal sebagai Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata di Indonesia. Secara khusus, Buku IV yang

37 Martha Eri Safira, -Hukum Acara Perdata" (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), him. 5-6.
38 Umawarman Sutopo, MarthaEri S, and Neneng U, -Hukum Acara Peradilan Agama Dalam
Teori Dan Praktik" (Ponorogo: Nata Karya, 2021), him. 28.
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mengatur mengenai pembuktian, mencakup Pasal 1865 hingga 1993,
memuat sumber hukum acara perdata.*
5) Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung
RI.

Walaupun banyak ahli hukum berpendapat bahwa MA ikut campur
dalam putusan hakim, Pasal 11 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki
wewenang pengawasan tertinggi terhadap pengadilan lain sesuai ketentuan
undang-undang. Meskipun demikian, hakim tidak terikat oleh Surat Edaran
dan instruksi Mahkamah Agung sebagaimana hukum yang berlaku.*°

6) Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Secara lebih Kkhusus, putusan seorang hakim yang kemudian
dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam perkara sejenis, atau serangkaian
putusan Mahkamah Agung terhadap berbagai perkara yang lahir dari
kebijakan hakim, kemudian diikuti dan diterapkan kembali oleh hakim lain
dalam memutus perkara dengan karakter serupa. Namun, karena negara
Indonesia tidak menganut konsep “kekuatan mengikat preseden”, hakim
mungkin tidak terikat oleh putusan yurisprudensi tersebut. Akibatnya,
mereka dapat memilih untuk menyimpang dari yurisprudensi tersebut
dengan menggunakannya dalam perkara yang serupa dengan kasus mereka

dan menerima putusan sebelumnya.

39Umawarman Sutopo, Martha Eri S, and Neneng U, “Hukum Acara Peradilan Agama Dalam
Teori Dan Praktik” (Ponorogo: Nata Karya, 2021), him 29

40" Anshoruddin, "Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara slam Dan Hukum Positif"
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 9.
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8) Kitab-kitab fikih Islam

Seorang hakim juga dapat menelaah hukum acara perdata yang
bersumber dari doktrin atau pemikiran para ahli hukum. Namun demikian,
meskipun doktrin diakui sebagai salah satu sumber hukum, ia tidak dapat
disamakan dengan hukum itu sendiri. Beberapa sumber hukum acara yang
dianjurkan bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan
antara lain Al Bajuri, Fatchul Mu'in, Qalyubi, Fathul Wahab, Tuhfah, dan

Targhibul Musytag.*

2.2.3 Pengertian E-Court

Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai
yuridiksi kehakiman, disebutkan bahwa proses peradilan patut dilaksanakan dengan
cara efisien, sederhana, dan dengan beban biaya yang ringan“?. Guna mewujudkan
prinsip peradilan, diperlukan pembaruan yang adaptif terhadap tantangan
pelaksanaan hukum. Salah satu inovasinya adalah sistem e-Court berbasis Internet,
yang memungkinkan pencari keadilan mendaftar perkara secara daring tanpa hadir
langsung di pengadilan agama.

Istilah “E-Court” berasal dari gabungan kata “electronic” dan “court”, di
mana “elektronic” berarti perangkat atau sistem yang bekerja berdasarkan prinsip
elektronika, serta mencakup objek atau kegiatan yang menggunakan alat tersebut
sebagai sarana utama dalam operasionalnya. Adapun istilah “court” berasal dari

bahasa Inggris yang tergolong dalam rumpun bahasa Jermanik, yang mulai

41 Umawarman Sutopo, Martha Eri S, and Neneng U, “Hukum Acara Peradilan Agama
Dalam Teori Dan Praktik “(Ponorogo: Nata Karya, 2021), him 32

42 “Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub.
L. No. 48 (2009).
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digunakan di wilayah Inggris sejak awal Abad Pertengahan. Dalam konteks bahasa
Indonesia, kata tersebut diterjemahkan sebagai pengadilan, mahkamah, atau forum
persidangan hukum.*

E-Court merupakan perangkat sistem peradilan yang dikembangkan
sebagai wujud pelayanan publik, memungkinkan masyarakat untuk melakukan
berbagai tahapan proses hukum secara digital. Fasilitas ini mencakup pendaftaran
perkara, perhitungan dan pembayaran biaya, pemanggilan pihak terkait, serta
pelaksanaan persidangan, yang semuanya dilaksanakan secara daring. Selain itu,
sistem ini juga memungkinkan pengiriman dokumen litigasi, seperti jawaban,
replik, duplik, dan penyampaian kesimpulan, melalui saluran elektronik.

E-Court dikembangkan menyusul terbitnya PERMA No. 7 Tahun 2022
yang memperbarui regulasi sebelumnya, bertujuan menyempurnakan administrasi
perkara secara elektronik. Sistem ini memperkuat layanan pengadilan melalui
pendaftaran daring yang efisien, akuntabel, dan sesuai standar pelayanan hukum
modern.*

2.2.4 Konsep Dasar

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Fitur e-Filing memungkinkan masyarakat mendaftarkan perkara
secara elektronik tanpa hadir langsung ke pengadilan. Jenis perkara yang
didukung mencakup gugatan, permohonan, bantahan, dan perkara perdata

khusus di seluruh lingkungan peradilan. Layanan ini tersedia bagi advokat

43 Departmen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" (Jakarta:
Badai Pustaka, 1976), him. 97.

4 Ppengadilan Agama Jakarta Selatan, “Mahkamah Agung Republik ndonesia,” n.d.,
https://www.pa-jakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/650d46166dfea.
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dan pengguna terdaftar lainnya, dengan proses meliputi verifikasi akun,
pemilihan perkara dan pengadilan, pengisian data pihak, serta pengunggahan
dokumen yang relevan.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Setelah mendaftarkan perkara secara daring, sistem e-Court secara
otomatis menghasilkan SKUM berdasarkan komponen biaya dan radius
yang ditetapkan pengadilan. SKUM elektronik ini memuat estimasi panjar
yang harus dibayar melalui Nomor Pembayaran (Virtual Account). Usai
pembayaran diverifikasi, perkara terdaftar di SIPP dan pengguna menerima
nomor perkara. Proses ini menandai akhir tahap pendaftaran, dilanjutkan
dengan menunggu pemanggilan pengadilan.*

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Setelah melakukan e-Filing dan e-Payment, pihak akan menerima
surat panggilan sidang dari pengadilan secara elektronik sesuai domisili
digital yang dicantumkan. Jika tergugat memiliki domisili elektronik dalam
gugatan, pemanggilan pertama dilakukan secara daring. Bila tidak, maka
panggilan dikirim melalui surat tercatat.

4. Persidangan Elektronik (e-Litigation)

Pasal 1 angka 7 Perma No. 7 Tahun 2022 menyebut Sidang
Elektronik sebagai proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di
pengadilan berbasis teknologi nformasi dan komunikasi." Dengan demikian,

seluruh proses persidangan termasuk mediasi, pembacaan gugatan,

45 Mahkamah Agung RI, "Buku Panduan E-Court" , him 7-8.
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bantahan, duplikasi, penyampaian bukti, pemeriksaan saksi, kesimpulan,

putusan, dan tindakan hukum selanjutnya dilaksanakan sepenuhnya secara

daring.

Pengadilan dan para pihak dalam perkara dapat mengakses mekanisme
layanan e-Litigasi yang digunakan dalam proses persidangan secara elektronik
untuk menyampaikan dokumen persidangan seperti tanggapan, salinan, simpulan,
dan jawaban. Jadwal persidangan e-Court terhubung dengan penundaan sidang di
SIPP, dan dokumen dikirim setelah penundaan serta ditutup sebelum jadwal di e-
Summons. Majelis hakim atau juri melakukan proses mekanisme kontrol
(menerima, memverifikasi, dan mengirim) terhadap seluruh makalah yang
diunggah para pihak. Jika tergugat menolak sidang elektronik, proses tetap
berlangsung tanpa mengurangi hak pembelaannya. Pengadilan mengakomodasi
dengan sidang hybrid, mendigitalkan dokumen agar dapat diakses penggugat
melalui SIP. Sebaliknya, berkas penggugat disampaikan langsung kepada tergugat
oleh petugas e-Court.

2.3 Maslahah Mursalah

2.3.1 Definisi Mashlahah Mursalah
Menurut frasa tersebut, mashlahah mursalah berasal dari dua kata: mashlahah dan
mursalah. Mursalah berarti "melepaskan” dan mashlahah berarti "manfaat” dalam
bahasa indonesia. Oleh karena itu, istilah mashlahah mursalah (mashlahah yang

bebas dari dalil-dalil tertentu) merujuk pada " Sesuatu yang dinilai membawa
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manfaat namun tidak memiliki kepastian hukum, serta tidak didukung maupun
ditolak oleh dalil tertentu," sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf).*®

Amal dan kebajikan merupakan dua definisi maslahah, menurut Yusuf
Hamid. Dengan demikian, maslahah adalah suatu perbuatan spesifik yang
mengandung kebajikan.*’ Dalam kajian etimologi, istilah maslahah merujuk pada
segala bentuk manfaat atau kebaikan yang melekat pada sesuatu, sementara
mursalah bermakna tidak terikat atau terlepas. Adapun dalam perspektif
terminologi ushul figih, mashlahah mursalah didefinisikan sebagai bentuk
kemanfaatan yang dinilai baik dan rasional oleh akal sehat, namun tidak secara
eksplisit dijelaskan ataupun dibenarkan maupun dilarang dalam teks-teks syar’i
seperti Al-Qur’an dan hadist.

Sebaliknya, Muhammad Abu Zahra berpendapat bahwa tidak ada aturan
khusus yang mengatur masalah ini dan bahwa maslahah mursalah diartikan sebagai
semua hal yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan hukum islam.*® Begitupun
menurut Imam Malik bahwa mashlahah mursalah merupakan kemanfaatan yang
tidak terdapat pembatalannya dan tidak disebutkan dalam nas, namun tidak boleh
bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok. Sedangkan menurut Imam Asy-
Syatibi, mashlahah mursalah ialah mashlahah Perkara baru yang tidak disebut

dalam nas tetapi mengandung kemaslahatan sesuai syariat.*®

46 Satria M Zein Effendi, "Ushul Figh, 1st ed™. (Jakarta: kencana, 2005), him. 136.

47 Rosyadi, Imron, “MAshlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum” . Jurnal Suhuf, 2012, 3

48 Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Al-Figh, Terj. Saefullah Ma’shum, 9th ed." (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2005), him. 424. https://68b14def-e7b0-8327-8fb0-ch6b4a32f758.

49 Muchamad Coirun Nizar and Habibah Zainah, “Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap
Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama,” Jurnal Imiah Sultan Agung 3 (2022).
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/download/26754/7411.
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Imam al-Ghazali (Mazhab Syafi'i) memandang maslahah sebagai upaya
meraih manfaat dan menolak mudarat sesuai tujuan syariat, meski bertentangan
dengan kepentingan manusia. Rasionalnya adalah bahwa keinginan seringkali
menjadi dasar bagi keuntungan manusia, alih-alih tujuan syariat.>

1 Konsep Mashlahah ditinjau dari sisi eksistensinya atau keberadaannya,
jumhur ulama sepakat mengklasifikasikan mashlahah dalam 3 macam, yaitu:

1) Maslahah Mu tabarah, yaitu kemashlahatan yang tersurat atau secara
tegas dijelaskan dan diakui kebenarannya dalam nash. Semua mashlahah
yang termasuk dalam kategori ini wajib ditegakan karena merupakan
kepentingan pokok manusia.

2) Maslahah Mursalah, yaitu kemashlahatan yang tidak secara eksplisit
dijelaskan dan diakui baik kebenaran maupun penolakannya dalam nas
melalui satu dalil pun. Meskipun tidak diatur dalam nas, namun mashlahah
ini tetap menjadi landasan untuk menghadirkan manfaat dan
menghindarkan manusia dari kerugian.

3) Maslahah Mulghah, yaitu kemashlahatan yang tersurat atau secara tegas
dijelaskan dan diakui penolakannya karena dianggap berlawanan dengan
ketentuan nas maupun dalil syara’ lainnya.>!

Namun, Al-Ghazali mengklasifikasikan mashlahah berdasarkan penilaian

kekuatannya yang signifikan (quwwatiha fi dzatiha), atau kualitasnya, diantaranya:

%0 Darmawan, Ushul Figh, 1st ed. (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), him. 122.
51 Safriadi, “Kajian Terhadap Pemikiran bnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi,” n
Magqashid Al-Syari’ah & Mashlahah (Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada, 2021), him. 71.
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1) Al-Maslahah al-Daruriyah adalah kepentingan pokok yang mutlak
diperlukan dalam kehidupan bentuk kemashlahatan yang berada pada
tingkatan tertinggi dan bersifat pokok dalam kerangka magashid al-
syari‘ah. Jenis kemaslahatan ini diterapkan untuk menjaga lima prinsip
fundamental (al-usul al-knamsah), yaitu:>2
a. Perlindungan terhadap agama (hifz al-din)

Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 85 merupakan salah
satu dari sekian banyak perintah dalam Al-Qur'an untuk menegakkan

kemaslahatan Islam:
& /ée 483 o %% (Zo To A} -2 wwod O _ _
@ 385 4 iy Gl Uia oD 2 A (s
/ T X
il (a3 53Y)

Artinya, “Barang Siapa yang menganut agama selain
Islam, maka ia tidak akan diterima sedikit pun, dan di

akhirat ia termasuk golongan orang-orang Yyang
9553

merugi.
Ayat ini menegaskan bahwa #ifz al-diin menjadi fokus utama dalam
magqasid al-khamsah, melalui upaya menjaga kemurnian tauhid dan
penerapan syariat dari berbagai bentuk penyimpangan.
b. Pemeliharaan keselamatan jiwa (hifz al-nafs)

Islam menempatkan perlindungan jiwa sebagai aspek utama demi

kemaslahatan, dengan mencakup hak hidup, keselamatan, kesehatan,

52 Abu Hamid Al-Ghazali, “Al-Mustasfa Min Imi Al-Usuli” (Mesir, Syirkah at-Tabaah al-
Fannaniyyah al-Muttahidah, 1971), him. 275.
53 Kementrian Agama RI Qur’an dan Terjemah 2019
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kehormatan, dan hak-hak pribadi lainnya. Allah SWT berfirman pada QS.

Al-lIsra’” ayat 70:

}‘.5’./, ara,wro 'D}‘.D//,,"g./ To B Oy
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Artinya: “Manusia telah ditinggikan derajatnya,
diangkut melalui darat dan air, diberkati dengan
keberuntungan, dan diberi keuntungan tersendiri

dibandingkan sebagian besar spesies lainnya.”>*

Salah satu Syariat diturunkan untuk menjamin kelangsungan hidup
manusia, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penerapan gisas sebagai
keadilan, dan pelarangan pembunuhan tanpa dasar syar’i, yang sejalan
dengan prinsip magasid al-daruriyyat.

c. Penjagaan terhadap akal dan nalar (hifz al-‘agl)

Penjagaan akal merupakan prinsip nti dalam syariat Islam, demi
mencegah dampak negatif terhadap kemaslahatan. Nilai ini diwujudkan
melalui larangan khamr, kewajiban menuntut ilmu, serta dorongan berpikir
bebas demi perkembangan akal yang sehat, Allah SWT berfirman dalam

Q.S Al-Mujadalah ayat 11.:

Gun 0 el 1450 Gl B 1 5hal Gl 0 o3

DA ey A

% Kementrian Agama RI Qur’an dan Terjemah 2019.
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Artinya, “Orang-orang yang beriman dan berilmu di
antara kalian, pasti akan dinaikkan beberapa derajat,
karena  Allah  sangat  mengawasi  segala

perbuatanmu.”®

d. Pelestarian keturunan (hifz al-nasl)

Ismardi mengutip Abdul Wahhab Khallaf, yang menggarisbawahi
bahwa melindungi anak sangat penting bagi kesejahteraan manusia.*
Upaya Penjagaan keturunan bertujuan membentuk karakter generasi,
sehingga pernikahan perlu diatur secara syar’i untuk mencegah
penyimpangan yang merusak individu dan garis nasab, Allah SWT

berfirman dalam Q.S Al-Nisa" ayat 25:

T T e | P L ESR T S LY
oy haall o 55l a5l 5 edal (3l G 3asila

Artinya: “Berikan mereka hadiah yang pantas dan

nikahi mereka dengan persetujuan majikan

mereka”.®’

e. Pengamanan harta benda (hifz al-mal).

Islam menegaskan perlindungan hak milik dan mendorong ekonomi
berbasis saling menguntungkan, dengan perintah menjaga harta (jalbu al-
manfa’ah) serta larangan merusaknya atau mengambil secara tidak sah

(daf’u al-madharah).®® Allah berfirman dalam Q.S Al-Bagoroh ayat 188:

S5Kementrian Agama RI Qur’an dan Terjemah 2019

% Ismardi lyas, “Stratifikasi Magashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan
Penerapannya,” Jurnal Hukum slam XIV, no. 1 (2014), him. 18.

57 Kementrian Agama RI Qur’an dan Terjemah 2019

%8 Amir Syarifuddin, "Ushul Figh, 2nd ed". (Jakarta: Logos Wacana Imu, 1999), him. 238.
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Artinya: “Selain itu, hindarilah penggunaan uang

saudaramu dengan cara yang jahat, yaitu dengan

menyuap para penguasa, sehingga kamu dapat

mencuri  harta = orang lain, padahal kamu
mengetahuinya”.>®

Islam tidak hanya menekankan perlindungan harta dari kerugian, tetapi juga

mendorong peningkatan nilai dan produktivitasnya melalui transaksi halal yang

berdasarkan kesepakatan dan bebas dari riba serta monopoli. Seluruh paparan diatas

mengindikasikan bahwa Perlindungan lima prinsip dasar menjadi kunci

kelangsungan hidup manusia, terutama di kondisi darurat; tanpa prinsip-prinsip ini,

tatanan sosial berisiko rusak.

2) Al-Maslahah al-Hajjiyah adalah kebutuhan penting yang berada satu

tingkat di bawah al-maslahah al-daruriyah. Kemashlahatan yang

diterapkan sebagai pelengkap serta penyempurna untuk mengatasi

kesulitan dalam rangka mempertahankan dan memelihara kebutuhan atau

kemashlahatan pokok umat.

%9 Kementrian Agama RI Qur’an dan Terjemah 2019
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3) Al-Maslahah al-Tahsiniyah (kepentingan-kepentingan pelengkap)
Kemaslahatan yang posisinya bukan pada tingkat darurat maupun pada
tingkat kebutuhan mendesak. Sifatnya hanya untuk melengkapi kemashlahatan
sekunder atau hajat saja.®°
Dalam penggunaan maslahah mursalah sebagai landasan hukum Islam
harus sejalan dengan al-Qur’an dan Sunnah, serta efektivitasnya dalam menjawab
kebutuhan manusia, dua pendekatan ini harus dipertimbangkan secara cermat demi
relevansi hukum dalam konteks modern.
2.3.2 Legalitas Mashlahah Mursalah
Jumhur ulama merujuk beberapa dalil yang dijadikan landasan untuk
menerapkan mashlahah mursalah sebagai salah satu metode istinbath dalam hukum
Islam:

1) Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, setiap aturan ditetapkan untuk
memberikan manfaat bagi umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-
Qur'an Surat al-Anbiya’ ayat 107 :

Lan Y el i G
Artinya, “Kami mengutusmu, Muhammad, hanya

sebagai rahmat bagi seluruh alam.”®*

2) Dalil As-Sunnah yang mendasari penetapan hukum dengan maslahah
mursalah berasal dari hadis riwayat bnu Majjah, yang menjadi acuan

selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal Ini menunjukkan

60 Safraidi, “Magashid Al-Syariah & Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘asyur
dan Sa’id Ramadhan Al-Buthu)”, 74
61 Kementrian Agama RI Qur’an dan Terjemah 2019
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bahwa, menurut Muhammad Ibn Yahya, Abdur Razzaq meriwayatkan
kepada kita melalui Jabir al-Jufiyyi meriwayatkan dari karimah dan Ibn
Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menimbulkan
bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain" (HR. lbnu Majjah).®2

Para sahabat menerapkan hukum atas dasar kemashlahatan. Pada masa Abu
Bakar, Al-Qur’an dihimpun untuk memastikan keutuhannya tetap terjaga, pada
zaman Umar bin Khathab ada perintah pemberian zakat kepada muallaf atas dasar
kemashlahatan, serta di zaman Utsman bin Affan dilakukannya penyeragaman
penulisan dan pembukuan Al Quran untuk menjamin cara pembacaan Al Quran
konsisten.

Kemanfaatan hidup manusia bersifat dinamis dan terus mengalami
transformasi seiring dengan perubahan konteks sosial dan zaman. Jika aturan-
aturan dalam Hukum Islam hanya dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan pada masa lampau, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kendala
dalam menjawab tantangan kehidupan yang muncul di era yang memiliki
karakteristik berbeda dari masa sebelumnya.

2.3.3 Syarat Mashlahah Mursalah
Sejumlah ulama berpendapat bahwa hukum Islam dapat merujuk pada
maslahah mursalah, selama memenuhi kriteria tertentu yang telah mereka tetapkan,

berikut ini diantaranya:

62 Abi Abdillah Muhammad bn Yazid Al-Qazwini, "Sunan bn Majah, 2nd ed" (Bairut
Dar Al-Fikr, n.d.), him. 784.
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1. Al-Syatibi
Landasan maslahah mursalah dapat dijadikan rujukan suatu hukum apabila
mencukupi syarat-syarat tertentu, antara lain:

a. Kemaslahatan yang dimaksud harus sejalan dengan prinsip-prinsip
syariat, baik dalam aspek ushul maupun furu’, serta tidak adanya
dalil nash tegas yang bertentangan. Dengan kata lain, kemaslahatan
tersebut dapat diterima dalam hukum Islam sepanjang tidak
menyimpangan ketentuan Al-Qur’an serta Hadis.

b. Penerapan prinsip kemaslahatan secara khusus hanya dapat
dilakukan dalam ranah sosial atau mu amalah, karena bidang ini
lebih terbuka terhadap pendekatan rasional dibandingkan dengan
aspek ibadah. Hal tersebut disebabkan oleh sifat mu amalah yang
tidak diatur secara terperinci dalam nash, sehingga memberikan
ruang bagi pertimbangan akal dan kontekstualisasi dalam
menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Maslahah bertujuan untuk menjaga dan melindungi tiga tingkatan
kebutuhan manusia dalam hukum Islam, Yaitu mencakup aspek
daruriyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier).
Pendekatan maslahah berperan untuk menghapus berbagai
hambatan dalam kehidupan, terutama di bidang sosial.

2. Abdul Wahab Khallaf
Jika Maslahah Mursalah memenuhi syarat-syarat berikut, maka dapat

diterapkan sebagai hukum Islam:
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a.

Kemaslahatan yang bersifat nyata dan teruji, bukan sekadar
asumsi. Validitasnya diperoleh melalui kajian ilmiah, kehati-
hatian, dan analisis mendalam, sehingga benar-benar mampu
menghadirkan manfaat sekaligus mencegah kerusakan.

Berupa maslahah yang bersifat kolektif, ditujukan untuk
kepentingan masyarakat luas, bukan demi keuntungan individu
semata.

kemaslahatan harus tetap berada dalam koridor hukum Islam, tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui

al-Qur’an, Hadits, maupun kesepakatan para ulama (ijma’).

3. Al- Ghozali

Maslahah mursalah bisa untuk dijadikan landasan tindakan hukum jika:

a. Maslahah mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat.

b. Tidak ada pertentangan antara Maslahah Mursalah dengan ajaran

C.

kitab suci Islam.
Suatu Kkegiatan yang dharuri, atau sangat dibutuhkan untuk
kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, disebut maslahah

mursalah.®?

83 Mukhsin Jamil, “Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum slam” (Semarang: Walisongo
Press, 2008), him. 24.
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2.3.4 Kaidah-kaidah Mashlahah Mursalah

Adagium eksistensi maslahah termanifestasikan dalam sejumlah teori dan
legal maxim hukum Islam atau kaidah kaidah fikih yang berhulu dari dan bermuara
kepada maslahah, diantaranya sebagai berikut:

“Kesukaran mendatangkan kemudahan”;
2. 013 Hal
“Kemudhararan harus dihilangkan”;

3 daliadly bl die )il e LY Gdia

“Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk rakyat harus

didasarkan pada prinsip maslahah.”
Maslahah mursalah dapat dijadikan dasar hukum slam dan praktik
kehidupan, selama memenuhi syarat yang relevan, mencakup manfaat universal

yang selaras dengan al-Qur’an dan Hadis serta dapat diakses masyarakat.
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BAB Il1
PENERAPAN DAN ALUR BERPERKARA PERCERAIAN
MELALUI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

KELAS 1A

3.1. Deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A
3.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A
Sejumlah peraturan presiden telah membentuk Pengadilan Agama Sidoarjo,
yang secara resmi telah berdiri sejak tahun 1882. Gedungnya terletak di Jl.
Hasanuddin No. 90, Sidoarjo. Terletak di dalam Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dan melayani wilayah Kabupaten Sidoarjo, lembaga peradilan tingkat 1A
di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mudah diakses oleh masyarakat
umum karena lokasinya yang strategis.
3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A
Pengadilan Agama Sidoarjo menjalankan fungsi utama yang serupa dengan
kewenangan pokok yang diselenggarakan oleh pengadilan agama di Indonesia.
Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga ini- berwenang menyelesaikan berbagai
perkara keperdataan yang bersumber dari hukum Islam, meliputi isu-isu seperti
pernikahan, pembagian warisan, pemberian hibah, pelaksanaan wasiat, pengelolaan
wakaf, serta distribusi zakat, infag, dan shadagah. Di antara seluruh jenis perkara
tersebut, kasus perceraian baik dalam bentuk Cerai gugat dan cerai talak adalah

kasus terbanyak di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.
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Tentu dalam pelaksanaannya pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A
memiliki fungsi diantaranya:®*

1. Peran mengadili, yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman,
mencakup proses memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan
pengadilan agama di wilayah hukumnya. Hal ini diatur dalam UU No. 3/2006
dan Pasal 49 UU No. 7/1989.

2. Tugas pengawasan mencakup pemantauan kinerja, perilaku, dan administrasi
hakim, panitera, serta pegawal, yang dilakukan secara berkala oleh Hakim
Pengawas Bidang. Hal ini diatur dalam UU No. 4/2004, Pasal 53 ayat (1) UU
No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006.

3. Peran pembinaan mencakup pemberian petunjuk, arahan, dan nasihat kepada
pegawai terkait pelaksanaan tugas teknis, administrasi peradilan, dan
administrasi umum. (Lihat UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 53 ayat (3) UU
No. 7/1989).

4. Tugas tata usaha meliputi penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan tata usaha
negara yang meliputi banding, kasasi, peninjauan kembali, dan tata usaha
negara lainnya, serta memberikan dukungan tata usaha negara kepada panitera
pengadilan pada perkara tingkat pertama, dan memberikan dukungan tata
usaha negara yang luas kepada pegawai, keuangan, dan kegiatan umum

Pengadilan Agama.

8 pengadilan Agama Sidoarjo 1A, “Profil Pengadilan” dalam https://pa-
sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan.
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5. Fungsi memberi nasihat mencakup pemberian pandangan hukum Islam kepada
instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 7
Tahun 1989.

6. Berdasarkan KMA No. KMA/004/SK/11/1991 dan PERMA No. 7 Tahun 2015,
tugas tambahan meliputi penyuluhan hukum, penelitian, serta layanan lainnya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Guna mencapai tujuan lembaga,

yang berlandaskan pada cetak biru Mahkamah Agung RI, serta prinsip-prinsip

Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam delapan area perubahan strategis.

Berdasarkan kerangka tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A menetapkan

sejumlah kebijakan prioritas yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan

misi institusi secara berkelanjutan dan terarah, yaitu meliputi:

1. Fungsi Teknis

Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi sistem peradilan.

Beberapa regulasi yang diimplementasikan antara lain mencakup Peraturan

Mahkamah Agung RI menerbitkan aturan untuk layanan hukum bagi masyarakat

kurang mampu, mempercepat penyelesaian perkara, dan menerapkan Perma Nomor

1 Tahun 2016 juga dijalankan sebagai acuan prosedural dalam pelaksanaan mediasi

di pengadilan, guna mendorong penyelesaian sengketa secara lebih efisien dan

berkeadilan.

2. Manajemen Administrasi Perkara
Upaya percepatan penyelesaian perkara serta ketepatan dalam proses

minutasi dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
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dalam sistem administrasi peradilan. Digitalisasi ini tidak hanya membuat
pekerjaan lebih efisien, tetapi juga memastikan akurasi dan transparansi
pengelolaan dokumen perkara. Sebagai wujud komitmen kelembagaan, pengadilan
menerapkan SEMA Nomor 01 Tahun 2014 yang mewajibkan dokumen elektronik
sebagai bagian dari syarat kasasi dan peninjauan kembali.

3. Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui
berbagai kegiatan strategis yang bertujuan memperkuat kompetensi dan kinerja
aparatur. Langkah-langkah tersebut mencakup pembinaan yang dilaksanakan
secara berkala, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja (DDTK) yang
berfokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta pengawasan langsung
oleh Hakim Pengawasan -Bidang sebagai bentuk kontrol internal. Selain itu,
evaluasi terhadap hasil kerja juga menjadi bagian penting dalam proses peningkatan
kualitas SDM. Untuk mendukung pengembangan profesional, hakim dan pegawai
secara aktif diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan, bimbingan teknis, maupun
sosialisasi. Sebagal bentuk apresiasi dan motivasi, institusi juga menyelenggarakan
pemilihan figur teladan atau role model di lingkungan kerja.

4. Manajemen Keuangan

Pengelolaan anggaran dan keuangan dilaksanakan secara bertahap, dimulai
dari proses perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan, hingga tahap
akhir berupa pelaporan keuangan. Seluruh rangkaian tersebut dioptimalkan melalui
pemanfaatan teknologi informasi, yang diwujudkan dalam penggunaan berbagai

aplikasi digital seperti RKA-KL untuk perencanaan anggaran, SAS dalam
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pelaksanaan transaksi, SAIBA untuk pencatatan akuntansi, serta e-Rekon dan
KOMDANAS sebagai sarana rekonsiliasi dan pelaporan secara elektronik.
5. Manajemen Aset

Pengelolaan terhadap Barang Milik Negara (BMN) dilakukan melalui
berbagai mekanisme yang mencakup pengajuan status penggunaan sesuai
kebutuhan instansi, serta pelaksanaan penghapusan atas aset yang mengalami
kerusakan berat dan tidak lagi memiliki nilai guna. Di samping itu, proses
penatausahaan BMN dijalankan secara terintegrasi dengan memanfaatkan sistem
digital, yakni aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan, guna mendukung
akurasi pencatatan dan efisiensi pengelolaan aset secara menyeluruh.

6. Keterbukaan Informasi

Upaya pengembangan situs web dilakukan sebagal sarana penyebaran
informasi kepada publik, dengan cara menyediakan berbagai menu yang memuat
konten-konten ' informatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini
bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi yang
relevan bagi khalayak luas.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita lembaga Peradilan Agama yang
unggul, Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A berkomitmen untuk terus
meningkatkan kompetensi aparatur, mengembangkan sistem manajemen yang
modern, memperluas jangkauan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta

memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses peradilan.
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3.1.3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A berlokasi di Kabupaten Sidoarjo.
Secara geografis berada pada koordinat 112,5°-112,9° BT dan 7,3°-7,5° LS.
Kabupaten ini berbatasan dengan Surabaya dan Gresik di utara, Pasuruan di selatan,
Mojokerto di barat, serta Selat Madura di bagian timur. Berdasarkan ketinggian
terhadap permukaan laut, wilayah ini terbagi ke dalam tiga zona topografi utama.
Zona pertama terletak di bagian timur dengan ketinggian antara 0 hingga 3 meter,
mencakup sekitar 29,99% dari total luas wilayah, yang didominasi oleh kawasan
tambak dan pesisir dengan karakteristik air yang cenderung asin. Zona kedua
berada di bagian tengah, khususnya di sekitar jalur protokol, dengan ketinggian
antara 0 hingga 10 meter dan mencakup sekitar 40,81% wilayah, yang memiliki
sumber air tawar. Sementara itu, zona ketiga terletak di bagian barat dengan elevasi
antara 0 hingga 25 meter, meliputi sekitar 29,20% dari keseluruhan wilayah.%®

Tabel 1.

Wilayah Yuridiksi dan Radius Pengadilan Agama Sidoarjo

No Kecamatan Keterangan

1 Balongbendo termasuk 20 pemukiman atau

kecamatan (Radius 3)

2 Buduran termasuk 15 pemukiman atau

kecamatan (Radius 1)

8  Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, “Profil Pengadilan,” n.d., https://pa-
sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.
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3 Candi termasuk 24 pemukiman atau
kecamatan (Radius 2)

4 Gedangan termasuk 15 pemukiman atau
kecamatan (Radius 2)

5 Jabon termasuk 15 pemukiman atau
kecamatan (Radius 2)

6 Krembung termasuk 19 pemukiman atau
kecamatan (Radius 2)

7 Krian termasuk 22 pemukiman atau
kecamatan (Radius 3)

8 Porong termasuk 19 pemukiman atau
kecamatan (Radius 2)

9 Prambon termasuk 20 pemukiman atau
kecamatan (Radius 3)

10 Sedati termasuk < 16 pemukiman atau
kecamatan (Radius 2)

11 Sidoarjo termasuk 24 pemukiman atau
kecamatan (Radius 1)

12 Sukodono termasuk 19 pemukiman atau
kecamatan (Radius 2)

13 Taman termasuk 24 pemukiman atau

kecamatan (Radius 2)
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14 Tanggulangin termasuk 19 pemukiman atau

kecamatan (Radius 2)

15 Tarik termasuk 20 pemukiman atau

kecamatan (Radius 3)

16 Tulangan termasuk 22 pemukiman atau

kecamatan (Radius 2)

17 Waru termasuk 17 pemukiman atau

kecamatan (Radius 2)

18 Wonoayu termasuk 23 pemukiman atau

kecamatan (Radius 2)

3.1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas A
Struktur organisasi yang menetapkan peran, kewenangan, dan tanggung
jawab setiap unit kerja. Struktur ini penting untuk memastikan pembagian tugas

yang jelas dan efektif di lingkungan pengadilan.®®

Gambar 1.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

%  Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, “Profil Pengadilan,” n.d., https://pa-
sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi.
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Tabel 3.

Struktur dan Jabatan Fungsional Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Siti Hanifah, S.Ag., M.H. Ketua
Muadz Junizar, S.Ag., M.H. Wakil Ketua
1. Drs. A. Muhtarom, M.H. Hakim

2. Drs. M. Ridwan Awis, M.H.
3. Dra. Hj. Hasniati D, M.H.
4. H. Arifin, S.H., M.H.

5. Drs. M. Shohih, S.H., M.H.
6. Drs. Abd. Rauf

7. Muhammad Syauky S. Dasy,

S.HI., M.H
Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. Panitera
Aryl Zabarrespati, S.E. Sekretaris
Andri Dwi Perwitasari, S.H. Panitera Muda Permohonan
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Setianto, S.H., M.H.

Panitera Muda Gugatan

Hj. Nurul slah, S.H.

Panitera Muda Hukum

Heru Santoso, S.H.I.
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. Moh. Muhyidin, S.H

. Miftahul Husnah, S.H., M.H.
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handra Komara, S. Kom.

Pranata Komputer Ahli Pertama

Wildana Mahmuda, S. Sosio.

Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur Ahli Pertama

Lia Safitri, S.IAN.

Analis Pengelolaan Keuangan

Apbn Ahli Pertama

1. Suluh Gumelar Winahyu, S.H.
2. Azzavira Salsa Anandita, S.H.

3. Choirun Nisak, S.H.
4. Abdi zuddin Nur Muhammad,
S.H.

Klerek - Analis Perkara Peradilan

Ayu Wulandari, A. Md
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Notriska Juwita Sary, A. Md Klerek - Pengolah Data Dan
nformasi & Bendahara Pengeluaran
Fenny Yunita Pratiwi, A. Md. Klerek - Pengolah Data Dan
nformasi
Marsha Yendaka Wibi Karina, Operator - Penata Layanan
S.E.
Operasional
1. Denok Mulya Ndariani, Dokumentalis Hukum
A.Md.
2. Dwie Destiana Putri Darno,
A.Md., Kom
3. Rizka Dwi Rachmawati,
A.Md., A. Pkt

3.2. Praktek Penerapan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pihak terkait, antara lain
Hakim, Panitera Muda, serta petugas layanan e-Court di lingkungan Pengadilan
Agama Sidoarjo, disertai dengan telaah terhadap regulasi teknis terbaru dalam
Peraturan Mahkamah Agung mengenai e-Court, diketahui bahwa pelaksanaan
administrasi dan tahapan persidangan perceraian secara digital telah berjalan secara
terstruktur. Fasilitas ini diperuntukkan bagi para pengguna yang telah melakukan
registrasi, guna mendukung efisiensi pengelolaan perkara melalui sistem
elektronik. Terkait pelayanan perkara Kini terintegrasi dalam sistem digital yang
meliputi pendaftaran online, penghitungan biaya secara daring, transaksi
elektronik, pemanggilan melalui media digital, serta sidang berbasis virtual dengan

fitur seperti e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-L.itigation.
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Saat ini, akses terhadap layanan pendaftaran perkara secara daring atau E-
Court diprioritaskan bagi kalangan Advokat. Terutama pengguna yang telah
terdaftar dan memperoleh akun diwajibkan mengikuti proses verifikasi yang
dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A. Untuk ketentuan mengenai
pendaftaran dari individu akan di bantu dari pihak Pengadilan Agama melalui
petugas E-Court yang ada di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Informasi ini memberikan deskripsi umum mengenai mekanisme digital dalam
proses pendaftaran perkara. Guna meningkatkan efektivitas implementasi e-Court,
Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara melalui
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), yang merupakan lembaga resmi di bidang
keamanan siber dan enkripsi, serta memiliki peran strategis dalam memastikan
validitas dokumen perkara melalui teknologi perlindungan digital.®’

Gambar 2.

Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Sidoarjo

67 Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, “Kepaniteraan,” n.d.,
https://ecourt. mahkamahagung.go.id/.
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’:} PROSEDUR BERPERKARA
W24 DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Pada wakl yang ‘ﬂ.’&ﬁ
felah ditentukan ;:..:: ?hh Petugas m 2
B Pvopanhemorenl @ buky register Perkara
: N salu ranghap
: surat Gugatan/Permohonan
M——
(Penggugat, Pemchon)

8
Produk Pengadilan

- 1, Putusan X
2. Penatapan

Upaya Hukum .
m
¢ W+ 2 Banding

Berperkara di PA Sidoarjo itu mudah
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pada layanan Meja Informasi (PTSP)

3.2.1 Alur Sistem E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Sidoarjo
Sistem E-Court berlandaskan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mewajibkan
semua proses perkara, mulai pendaftaran sampai putusan, dilaksanakan secara
elektronik sesuai prosedur:®®
1. Pendaftaran dan Pembuatan Akun E-Court
Untuk memperoleh akses layanan pendaftaran perkara secara daring, calon
pengguna baik individu maupun advokat perlu mendaftarkan akun melalui

situs resmi E-Court Mahkamah Agung

88 “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik,” Pub. L. No. 7 (2022).
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(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/) dengan melengkapi data dentitas
dan menjalani proses verifikasi terlebih dahulu.

. Pendaftaran Gugatan Perceraian Secara Online (E-Filing)

Setelah berhasil masuk ke akun e-Court, pengguna diarahkan untuk memilih
Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A sebagai lokasi pengajuan. Langkah
berikutnya mencakup pengisian lengkap identitas para pihak yang terlibat,
yaitu penggugat dan tergugat. Kemudian, unggah berkas gugatan perceraian
berisi informasi pribadi, dasar gugatan (posita), serta tuntutan hukum
(petitum), disertai dokumen pendukung seperti KTP, buku nikah, dan surat
kuasa apabila diperlukan dalam bentuk PDF atau gambar. Sistem akan
secara otomatis menghasilkan estimasi biaya perkara melalui fitur e-
SKUM.

. Pembayaran Panjar Biaya Perkara (E-Payment)

Biaya panjar perkara dapat dibayarkan secara daring melalui Virtual
Account yang disediakan oleh sistem e-Court, dengan opsi pembayaran
yang tersedia melalui berbagai sistem transaksi elektronik.

. Verifikasi dan Pemanggilan Pihak (E-Summons)

Setelah berkas perkara dan bukti pembayaran diverifikasi oleh pengadilan,
surat panggilan sidang dalam format elektronik (e-summons) akan
dikirimkan secara digital kepada para pihak melalui email dan saluran

komunikasi yang telah terdaftar.
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. Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Litigasi)

Persidangan diselenggarakan secara virtual melalui sistem e-Court, dimulai
dengan tahapan mediasi sebagai bentuk penyelesaian awal. Apabila proses
mediasi tidak membuahkan hasil, maka perkara berlanjut ke tahap
pemeriksaan yang mencakup pembacaan gugatan, penyampaian jawaban,
replik, duplik, pembuktian, serta penyusunan kesimpulan dalam format
elektronik. Selama seluruh rangkaian persidangan tersebut, dokumen
pendukung dapat diunggah langsung melalui sistem.

. Putusan dan Pengumuman

Putusan Majelis Hakim dapat diakses melalui platform e-Court dan secara
otomatis dikirimkan kepada para pihak melalui media elektronik yang telah
terdaftar.

Pengurusan Akta Cerai Elektronik

Setelah putusan mencapai kekuatan hukum tetap, akta cerai resmi
diterbitkan dalam bentuk digital (e-Akta Ceral), sesuai dengan kebijakan
terbaru Mahkamah Agung terkait penerapan dokumen elektronik.

. Pengajuan Upaya Hukum

Jika terdapat pihak yang tidak menerima putusan, maka langkah hukum
berupa pengajuan banding atau kasasi dapat dilakukan secara digital melalui
sistem e-Court yang telah disediakan.

. Prodeo (Bantuan Hukum Gratis)

Permohonan perkara bebas biaya tetap dapat diajukan apabila disertai

dokumen resmi berupa surat keterangan tidak mampu, yang kemudian akan
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menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan dan

mengeluarkan putusan sela terkait status pembiayaan perkara.

Seluruh tahapan tersebut diterapkan di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas
1A sebagai bentuk mplementasi kebijakan modernisasi Peradilan Agama
melalui ntegrasi teknologi digital.

3.2.2 Nilai-nilai Maslahah Mursalah di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas
1A

Penerapan sistem peradilan elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama
Sidoarjo Kelas 1A, merupakan wujud nyata aktualisasi prinsip maslahah mursalah
dalam menyelesaikan perkara perceraian. Digitalisasi ni tidak hanya sekadar
modernisasi prosedur administratif, tetapi mencerminkan keterpaduan antara
dinamika hukum slam dan tuntutan sistem hukum nasional yang senantiasa
berubah. Maslahah mursalah, sebagai landasan stinbath hukum Islam yang
merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam
nash, berfungsi menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer sambil mencegah
kemudaratan dan menjamin manfaat publik secara luas. Dalam kerangka ini, sistem
E-Court hadir sebagai sarana transformasi yang sah dan maslahat, tanpa
menanggalkan nilai-nilai fundamental syariah.

Sistem digital yang diterapkan di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A,
meliputi berbagai layanan berbasis teknologi, seperti registrasi daring, pembayaran
melalui akun virtual, pemanggilan secara elektronik, dan pelaksanaan sidang
digital. novasi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi proses

hukum, pengurangan biaya perkara, dan peningkatan akses keadilan. Konsep raf ul
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haraj (Menghilangkan Kesulitan) sebagai prinsip kemudahan dalam beracara yang
merupakan bagian integral dari maqgashid al-syari’ah.

Selain keunggulan teknis, sistem E-Court tetap mengedepankan asas-asas
keadilan dalam Islam, seperti personalitas keislaman, legalitas tanpa diskriminasi,
kewajiban mediasi, keterlibatan aktif hakim dalam edukasi, keterbukaan informasi,
dan independensi lembaga. Upaya ini memastikan bahwa masyarakat, termasuk
mereka yang minim literasi digital, tetap mendapat pendampingan dan edukasi agar
keadilan dapat diakses secara inklusif. Pada saat yang sama, sistem E-Court
memperlihatkan relevansi konsep maslahah melalui tiga lapisan kebutuhan,
dharuriyyah untuk menjamin kelangsungan nilai syariah melalui mekanisme
hukum yang sah, hajiyyah dalam penyediaan kemudahan administratif bagi pihak-
pihak yang menghadapi kendala geografis atau finansial, dan tahsiniyyah dalam
meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta kredibilitas layanan peradilan.

Meskipun implementasinya menjanjikan banyak manfaat, tantangan seperti
keterbatasan literasi teknologi, gangguan sistem, dan kebutuhan emosional dalam
sengketa keluarga tetap menjadi perhatian. Pengadilan Agama Sidoarjo merespons
tantangan tersebut melalui strategi edukatif dan pendekatan komunikatif yang
menjamin kehadiran teknologi tidak bersifat eksklusif. Di sisi lain, sistem ini
memberikan dampak sosial penting, khususnya dari segi efisiensi biaya dan
transparansi informasi. Melalui Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP),
masyarakat dapat memantau perkembangan proses litigasi secara terbuka,
menunjukkan komitmen lembaga terhadap akuntabilitas dan perlindungan data

pribadi secara proporsional. Sistem E-Court tidak hanya menjadi nstrumen
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pembaruan administratif, melainkan juga refleksi dari nilai-nilai maqgasid al-
syari’ah dalam konteks peradilan slam kontemporer yang mampu menjembatani
antara nilai normatif hukum slam dan kebutuhan praktis masyarakat modern,
memberikan kontribusi signifikan dalam menghubungkan teori figih dengan

dinamika teknologi.
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BAB IV
ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
MELALUI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO KELAS 1A DALAM TINJAUAN

MASLAHAH MURSALAH

4.1 Analisis Implementasi E-Court Dalam Perkara Perceraian

Penggunaan sistem e-court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A
merupakan terobosan dari Mahkamah Agung Rl yang bertujuan untuk
memodernisasi layanan administrasi peradilan. Sistem ini diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui
melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Tujuan dari sistem ini adalah untuk
mewujudkan peradilan yang optimal dan praktis melalui proses litigasi berbasis
elektronik, layanan ini mencakup registrasi, pemanggilan, pembayaran, dan sidang
elektronik, sebagai wujud inovasi pelayanan publik.

Berikut penulis menganalisis secara komprehensif terkait penyelesaian
perkara perceraian melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas
1A berdasarkan delapan asas peradilan:

A. Asas Personalitas Ke-Islam-an
Menurut penulis bahwa setiap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan
Agama Sidoarjo Kelas 1A selalu tunduk pada asas personalitas keislaman, di mana

pengadilan hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Serta dalam
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pengimplementasian sistem E-Court ini tanpa mengurangi substansi seperti ini;
Prosedur, tahapan, dan syarat disesuaikan dengan hukum slam, sehingga proses
perceraian tetap berlandaskan syariat dan normatif Islam.
B. Asas Legalitas

Menurut penulis, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 1
Tahun 2019 (jo. PERMA No. 7 Tahun 2022), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, seluruh tahapan elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Sidoarjo, seperti
pendaftaran perkara daring, pembayaran biaya perkara secara elektronik, dan
pemanggilan digital, telah dilaksanakan sesuai dengan standar hukum formil yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan
senantiasa berupaya menjamin independensi peradilan dari pengaruh dan campur
tangan pihak luar, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia para pencari
keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa  diskriminasi demi
terwujudnya kebenaran dan keadilan.
C. Asas Wajib Mendamaikan

Menurut pandangan penulis, penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama
Sidoarjo Kelas 1 A, setiap perkara perceraian, hakim selalu mengupayakan
perdamaian kepada pihak-pihak sebelum melanjutkan tahap pokok perkaranya.
Sistem E-Court tetap mewajibkan para pihak yang berperkara untuk melaksanakan
mediasi sebagai bagian dari prosedur, dengan mengutamakan secara tatap muka
maupun melalui media elektronik demi memberi ruang pencapaian Islah atau

perdamaian sebelum perceraian diputuskan.
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D. Asas Aktif Memberi Bantuan

Setelah penulis melakukan penelitian langsung, penulis berpendapat bahwa
hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo tetap proaktif dalam memberikan penjelasan,
edukasi, dan bantuan kepada para pihak, khususnya mereka yang belum memahami
hukum dan prosedur E-Court. Pendampingan serta pemrioritasan terhadapat orang-
orang yang lemah maupun berkebutuhan khusus, tetap dilayani sesuai dengan
ketentuan yang ada, termasuk juga bagi pihak yang belum faham terkait sistem
elektronik akan diarahkan ke ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk
dibantu pengarahan dalam proses berperkaranya melalui aplikasi SIPP maupun
komunikasi digital, sehingga dapat mempermudah proses bagi masyarakat.
E. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Sesuai dengan penerapannya di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, penulis
beargumen bahwa praktik E-Court telah  mewujudkan sistem pendaftaran,
pemantauan status perkara, pembayaran, hingga pengunggahan dokumen dapat
dilakukan dari mana saja. Hal ini tentunya dapat mengefisiensi waktu dan biaya,
sehingga masyarakat memperoleh akses keadilan yang lebih cepat, mudah, dan
murah. Prinsip ini sesuai amanat Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Sistem E-Court, dengan pendaftaran perkara daring,
perkiraan biaya perkara elektronik, dan pembayaran online, secara teoritis

dirancang untuk mewujudkan asas ini
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F. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Menurut peneliti sidang perceraian yang diadakan di Pengadilan Agama
Sidoarjo Kelas 1 A secara prinsip memang dilakukan dengan tertutup untuk
menjaga privasi, namun keputusan tetap diumumkan secara terbuka untuk umum.
Dalam praktiknya E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A tetap
mengedepankan transparansi hasil sidang serta dijamin dengan akses publik pada
dokumen-dokumen keputusan, sehingga asas keterbukaan tetap terjaga tanpa
terbukanya privasi kepada pihak-pihak yang lain.

G. Asas Kebebasan

Peneliti berpendapat bahwa penerapan asas kebebasan dalam sistem E-Court
pada perkara perceraian sudah sangat baik. Di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1
A para pencari keadilan -baik dari pihak penggugat maupun tergugat diberi
kebebasan penuh dalam menggunakan sarana E-Court baik menggugat,
mengajukan pembelaan, presentasi alat bukti, ataupun akses informasi perkara,
yang dijamin tanpa tekanan atau diskriminasi, namun tetap harus disetujui oleh
kedua belah pihak. Sistem ini memperluas serta mempermudah prosedur hak-hak
untuk seluruh pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A.

H. Asas Equality (Kesetaraan di Hadapan Hukum)

Menurut penulis pengimplementasian sistem E-Court di Pengadilan Agama
Sidoarjo Kelas 1 A telah menjamin hak serta kedudukan yang setara bagi seluruh
pencari keadilan, tanpa diskriminasi apapun terlepas dari latar belakang sosial
ataupun ekonominya, mereka sama-sama memiliki akses serta perlakuan yang sama

dalam memanfaatkan sistem peradilan elektronik ini. Baik dalam hal prosedurnya,
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aksesnya, dan perlakuan dalam administrasi terkait perkaranya juga dilakukan
secara adil dan proporsional. Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A telah
menegakkan kesetaraan baik dalam perkara konvensional maupun elektronik.
Sebagai contoh program sidang keliling yang diterapkan oleh Pengadilan Agama
Sidoarjo Kelas 1A yang tentunya dapat menjamin kesetaraan akses hukum bagi
semua pihak.

Berdasarkan uraian penulis mengenai implementasi penyelesaian perkara
perceraian melalui sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, dapat
disimpulkan bahwa mekanisme tersebut telah sejalan dengan keseluruhan asas
pokok dalam sistem peradilan, yakni asas personalitas keislaman, asas legalitas,
asas kewajiban mendamaikan, asas peran aktif hakim, asas persidangan terbuka,
asas kebebasan, serta asas kesetaraan di hadapan hukum. Pemanfaatan E-Court
secara nyata mampu mempercepat, menyederhanakan, dan mengoptimalkan proses
penyelesaian ' perkara tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar keadilan
sebagaimana diatur dalam hukum positif maupun prinsip-prinsip syariah Islam
kontemporer.

4.1.1. Implementasi Tantangan dan Hambatan

Menurut penulis penggunaan sistem E-Court dalam penanganan perkara
perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A, terdapat beberapa tantangan,
termasuk keterbatasan pengetahuan tentang teknologi baik dari kalangan pihak
pengguna umum maupun beberapa pihak kuasa hukum (advokat), kendala teknis
seperti gangguan sistem dan akses, kurang meratanya terkait sosialisasi sistem E-

Court di wilayah Sidoarjo, serta kurangnya efektivitas sosialisasi sistem pada
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perkara yang membutuhkan mediasi dan dukungan psikologis secara intens, di
mana komunikasi yang terbuka kerap kali belum optimal.
4.1.2. Evaluasi Praktik E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan
Agama Sidoarjo kelas 1A, telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.
Meski demikian, ada beberapa aspek yang membutuhkan penguatan, di antaranya:

a. Memunculkan ide-ide baru dalam rangka peningkatan sosialisasi kepada
Masyarakat khususnya di wilayah Sidoarjo yang ingin mencari keadilan di
Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.

b. Peningkatan terhadap layanan atau pendampingan bagi pihak yang minim
akan literasi elektronik/teknologi, terutama dalam pengaplikasian sistem
e-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A.

c. Mengoptimalkan kembali komunikasi serta dukungan psikologis diantara
2 pihak berperkara, sehingga dapat meminimalkan angka perceraian
khususnya di wilayah Sidoarjo.

d. Perlunya peningkatan kualitas sistem antara platform E-Court Mahkamah
Agung dan sistem informasi internal PA Sidoarjo guna mencegah
terjadinya down system atau error system.

Secara keseluruhan, pemanfaatan sistem E-Court dalam perkara perceraian di

PA Sidoarjo Kelas 1A telah banyak berkontribusi terhadap peningkatan layanan
peradilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan memperluas akses

terhadap keadilan. Dari sudut pandang maslahah mursalah, sistem ini memberikan
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manfaat yang relevan dengan nilai-nilai syariah selama tetap menjaga esensi hukum
slam yang substantif.
4.2 Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Court

Dalam Perkara Perceraian.

Dalam kasus tinjauan Maslahah Mursalah penulis berpendapat bahwa
Penerapan aplikasi E-Court pada perkara perceraian merupakan langkah novatif
yang sejalan dengan prinsip Maslahah Mursalah dalam hukum Islam. Meski
demikian, penerapan teknologi ini memunculkan paradoks antara percepatan proses
hukum dan kedalaman kajian yuridis, terlebih dalam kasus perceraian yang
menyentuh aspek emosional serta spiritual secara mendalam. Maslahah Mursalah
Merujuk pada urgensi mengutamakan kemaslahatan umum sekaligus menghindari
kemudharatan yang muncul ketika tidak ada ketentuan syar'i secara eksplisit yang
mengatur suatu kasus tertentu.

Berdasarkan pengkategorian mam al-Ghazali terhadap tinjauan Mashlahah
berdasarkan kekuatan substansinya (quwwatiha fi dzatiha) atau kualitasnya, penulis
berpendapat bahwa penerapan sistem E-Court pada perkara perceraian telah
mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam tiga kategori utama maslahah:

A. Maslahah Dharuriyyah (Kebutuhan Primer)

Penerapan sistem E-Court telah mendukung dalam tercapainya lima
pokok syariat Islam (magasid al-syari’ah) diantaranya:
1. Hifz al-diin (perlindungan agama): Sistem e-Court memberikan
kemudahan kepada pencari keadilan dalam perkara perceraian yang

diatur secara syar’i, tanpa harus melanggar batas-batas agama. Serta
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mampu mewujudkan penguatan peradilan Islam berbasis teknologi dan
berpengaruh untuk menjaga legitimasi hukum Islam. Sebagai contoh
konkret dilapangan penulis menyimpulkan bahwa Digitalisasi peradilan
diterima sepanjang menjaga lima prinsip pokok syariah dan turut
menguatkan legitimasi peradilan Islam berbasis teknologi. Ini
menegaskan kesyariahan inovasi E-Court pada perkara keluarga.

. Hifz al-nafs (perlindungan  jiwa): Penulis menyimpulkan contoh
langsung yang dilapangan sebagai bagian dari pendapat yaitu terkait
penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A dapat
mempersingkat - prosedur sehingga beban psikologis para pihak
berkurang, khususnya untuk perkara perceraian, sidang memang tertutup
demi privasi, sementara putusan tetap diumumkan terbuka, kombinasi
yang melindungi martabat dan keselamatan pihak rentan.

. Hifz al- ‘agl (perlindungan akal): Penulis berpendapat sesuai dengan data
dilapangan bahwa Sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas
1A menerapkan proses berbasis data dan ketertataan administrasi digital
mendorong rasionalitas atau efisiensi berpikir serta literasi hukum
melalui akses daring, sebagai bentuk apresiasi terhadap akal sehat. Serta
mampu mewujudkan edukasi hukum melaui akses digital, dan
berpengaruh untuk meningkatkan literasi hukum.

. Hifz al-nasl (perlindungan keturunan): Menurut analisis dilapangan,
penulis menyimpulkan penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama

Sidoarjo kelas 1A mengintegrasikan E-Court dengan SIPP dan adanya
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inovasi E-Akta Cerai (EAC) yang mempercepat pemberian salinan
putusan memperkuat kepastian status keluarga pasca-putusan fondasi
perlindungan nasab, serta Serta mampu mewujudkan proses hukum yang
akurat, dan berpengaruh untuk meminimalkan konflik keluarga berlarut-
larut.

5. Hifz al-mal (perlindungan harta): Dengan pembayaran perkara dilakukan
secara daring dan transparan di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A,
penulis menyimpulkan penerapan asas “sederhana-cepat-biaya ringan”
telah tercapai melalui pendaftaran online, SKUM elektronik dan virtual
account (e-Payment), serta pemanggilan elektronik dapat memangkas
ongkos hadir fisik atau transport dan transaksi berulang. Serta potensi
penyelewengan dana dapat diminimalkan dan juga berpengaruh untuk
menyelamatkan dana masyarakat.

B. Maslahah Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder)

Penulis berpendapat sesuai dengan contoh konkret di Pengadilan
Agama Sidoarjo kelas 1A bahwa implementasi Sistem E-Court
mencerminkan tingkatan maslahah hajiyyah yang paling relevan, bertujuan
menciptakan sistem peradilan yang efisien, sederhana, cepat, dan berbiaya
ringan sesuai dengan landasan teoritik. Proses E-Filing yang fleksibel
memungkinkan pendaftaran perkara tanpa harus hadir langsung,
menghemat waktu dan tenaga, sementara penggunaan dokumen digital
menekan biaya transportasi dan cetak. Selain itu, akses real-time terhadap

perkembangan perkara melalui aplikasi menghadirkan transparansi dan
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kemudahan bagi para pihak dengan kata lain pemangkasan langkah
administratif e-Filing, e-Payment, e-Summons mampu menghilangkan
kesulitan yang tidak esensial bagi pencari keadilan. Seluruh fasilitas ini
merupakan bentuk maslahah mursalah yang sejalan dengan prinsip syariah
dalam menghilangkan kesulitan (raf"ul haraj) dalam penyelesaian sengketa.
. Maslahah Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier)

Berdasarkan penyelarasan terhadap penerapan sistem E-Court
dilapangan, penulis berpendapat bahwa, Sistem E-Court di Pengadilan
Agama Sidoarjo mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kualitas  peradilan melalui aspek maslahah tahsiniyyah, dengan
menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik berkat adanya
rekam jejak digital di tiap tahapan proses hukum. Serta integrasi SIPP
menghadirkan traceability perkara, jadwal, dan dokumen bagian dari mutu
layanan dan transparansi meningkat tanpa mengorbankan privasi. Inovasi
ini sejalan dengan nilai-nilai-integritas dan prinsip good governance yang
menjadi bagian dari cita-cita luhur syariat Islam dalam mewujudkan sistem
peradilan yang bermartabat.

Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa penerapan sistem E-
Court dalam perkara perceraian mencerminkan kebijakan hukum berbasis
maslahah mursalah yang sah menurut syariat, karena tidak bertentangan
dengan nash, memberikan manfaat kolektif, dan mereduksi kesulitan

administratif serta finansial. Sistem ini mewujudkan unsur daruriyyah,
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hajiyyah, dan tahsiniyyah dalam magasid al-syari’ah melalui digitalisasi
proses hukum yang efisien dan transparan.

Berdasarkan kaidah fikih “al-masyaqgatu tajlibu at-taysir”,
digitalisasi peradilan melalui E-Court merupakan bentuk ijtihad
kontemporer yang sah dan relevan dalam kerangka hukum islam modern.®®
Serta selaras dalam kaidah fikih “zasarrufal-imam ‘ala al-ra ‘iyyah manutun
bil-maslahah”, sistem E-Court menjadi sarana menghadirkan kemudahan

dan keadilan substantif. Sebagaimana ditegaskan Asy-Syatibi bahwa:

)5 el UAOPJ\ 1adiad day 50 )
il ¢ 5 lliadll i e 43

Artinya, syariat bertujuan - untuk - mewujudkan
kemaslahatan dan mencegah kerusakan. (Al-
Muwafagat, Juz 2, hal. 60)

Maka inovasi ini patut didukung sebagai bagian dari pembaharuan hukum

Islam di era teknologi.

89 Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah mam Asy-Syatibi

Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” Al-Mabsut: Jurnal Studi slam Dan Sosial 15, no. 1 (2021): him. 29—

38.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini disajikan penulis untuk merangkum temuan utama
sekaligus menegaskan bahwa penerapan e-Court dalam perceraian di Pengadilan
Agama Sidoarjo kelas 1 A sejalan dengan hukum positif dan tinjauan maslahah
mursalah dalam hukum Islam.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta PERMA
Nomor 1 Tahun 2019 (jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022) mengatur
penerapan e-Courts dalam proses perceraian. Penulis berpendapat bahwa
seluruh tahapan elektronik yang diterapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A
Sidoarjo, termasuk pendaftaran perkara secara daring, pembayaran biaya
perkara secara elektronik, dan pemanggilan digital, telah dilaksanakan
sesuai dengan standar hukum formil yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan senantiasa berupaya
menjamin ndependensi peradilan dari pengaruh dan campur tangan pihak
luar, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia para pencari
keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi demi
terwujudnya kebenaran dan keadilan. Penerapan teknologi tersebut terbukti
mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara, terutama perkara
perceraian, dengan dukungan petugas PTSP yang profesional, layanan

informasi publik yang responsif, dan nfrastruktur teknologi yang memadai.
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Digitalisasi ini juga berkontribusi dalam efisiensi birokrasi, transparansi
administrasi, dan keberlanjutan pelayanan hukum berbasis syariah tanpa
menghilangkan esensi hukum slam, selaras dengan delapan asas hukum
acara peradilan agama. Di sisi lain, tantangan literasi digital bagi pencari
keadilan masih menjadi isu krusial yang perlu ditangani agar seluruh lapisan
masyarakat dapat mengakses layanan ini secara merata dan tanpa
diskriminasi. Secara keseluruhan, E-Court telah menjadi instrumen penting
dalam modernisasi sistem peradilan agama yang berdampak positif terhadap
peningkatan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas
1A.

. Perspektif Maslahah Mursalah dalam hukum slam mendukung penerapan
E-Court. Penerapan e-Court dalam sistem peradilan slam memperoleh
legitimasi dari konsep maslahah mursalah, karena mampu menjamin
kemaslahatan publik serta menghindarkan para pihak dari kerugian akibat
kompleksitas prosedural yang berlarut-larut. Selaras dengan magasid al-
syari’ah, ‘sistem ini memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek
fundamental seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana
diuraikan dalam pandangan ulama ushul figh mengenai kategori
kemaslahatan. Secara bertingkat, kemanfaatan E-Court mencakup
maslahah daruriyyah karena menjaga elemen vital kehidupan, maslahah
hajiyyah melalui efisiensi administratif dan pengurangan biaya, serta
maslahah tahsiniyyah yang tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan

hukum dan citra lembaga peradilan. Lebih dari itu, inovasi digital ini tidak
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berseberangan dengan nash syar’i, melainkan menjadi sarana aktualisasi

nilai-nilai magasid al-syari’ah dalam konteks kontemporer, menjadikannya

sah secara hukum syar’i dan relevan sebagai model peradilan modern

berbasis prinsip keadilan substantif.
5.2. Saran

Penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum acara,
khususnya mengenai penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama. Penelitian
membuktikan bahwa digitalisasi peradilan mampu mempercepat proses, menekan
biaya, dan memperluas akses keadilan, meskipun masih menghadapi kendala pada
aspek literasi digital, infrastruktur, dan kompetensi teknis aparatur. Oleh karena itu,
pada bagian ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diarahkan untuk
memperkuat efektivitas E-Court sekaligus memastikan bahwa asas sederhana,
cepat, dan biaya ringan dapat tercapai secara optimal serta sejalan dengan prinsip
magqasid al-syart’ah:
1. Bagi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A.

Untuk mendorong optimalisasi layanan sistem E-Court di Pengadilan

Agama Sidoarjo Kelas 1A, diperlukan penguatan kapasitas SDM, terutama

dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, agar pelaksanaan sistem

digital ini semakin efektif. Selain peningkatan kompetensi internal,

disarankan adanya strategi edukatif melalui sosialisasi dan pendampingan

hukum secara berkelanjutan bagi masyarakat pengguna, khususnya mereka

yang masih menghadapi hambatan digital. Upaya penyebarluasan literasi

teknologi harus dilakukan secara masif di wilayah Sidoarjo, guna
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memastikan akses yang inklusif dan pemahaman yang menyeluruh terhadap
sistem E-Court, termasuk mekanisme persidangan daring. Penempatan
petugas PTSP yang komunikatif dan terlatih dalam membantu proses digital
menjadi elemen penting yang patut diperkuat. Di sisi lain, perbaikan teknis
terhadap aplikasi e-Court perlu terus dilakukan agar tidak mengganggu
jalannya persidangan. Terlebih dalam perkara perceraian yang melibatkan
dimensi emosional dan spiritual, integrasi dukungan psikologis dalam
mediasi daring sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan batin kedua
belah pihak dan memastikan proses hukum berlangsung secara manusiawi.
. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Terkait.

Dalam rangka memperkuat transformasi digital dalam sistem peradilan
agama yang berlandaskan nilai-nilai syar’i, pemerintah bersama Mahkamah
Agung perlu mendorong pengembangan infrastruktur teknologi informasi
secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah, termasuk daerah yang
masih mengalami keterbatasan akses internet dan sarana digital. Kebijakan
yang menjamin inklusivitas digital harus menjadi prioritas utama agar setiap
lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat layanan keadilan secara adil
dan merata. Selain itu, penguatan sistem informasi yang stabil dan integratif
antara aplikasi E-Court Mahkamah Agung dengan SIPP internal sangat
diperlukan guna menjamin kelancaran proses persidangan elektronik tanpa
gangguan teknis. Di sisi lain, inovasi hukum dalam peradilan digital
berbasis maslahah mursalah perlu terus dikaji secara mendalam agar proses

digitalisasi tidak hanya mengedepankan efisiensi administratif, melainkan
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juga tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam yang progresif dan
substansial.

. Bagi Masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya sistem peradilan yang transparan dan
efisien di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, masyarakat diharapkan
mampu meningkatkan kemampuan literasi digital serta kepekaan terhadap
aspek hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik mengenai
prosedur hukum dan akses terhadap teknologi informasi, para pencari
keadilan dapat secara optimal memanfaatkan layanan sistem E-Court yang
tersedia. Partisipasi aktif dalam proses peradilan digital tidak hanya akan
memperlancar jalannya persidangan, akan tetapi, juga berkontribusi
signifikan terhadap pembentukan sistem peradilan yang lebih inklusif,
responsif, dan akuntabel. Kontribusi ini sangat relevan, khususnya dalam
lingkungan peradilan agama, dengan fokus utama pada Pengadilan Agama
Sidoarjo.

. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Sangat dianjurkan untuk memperluas cakupan kajian mengenai penerapan
sistem E-Court melalui pendekatan metodologis yang lebih beragam,
seperti penelitian kuantitatif dan studi komparatif antar wilayah yurisdiksi
peradilan, guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap
efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam mplementasi sistem tersebut.
Penelitian mendalam terhadap aspek sosial dan psikologis para pihak yang

terdampak oleh digitalisasi proses peradilan juga menjadi aspek penting
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yang perlu diperhatikan. Selain perkara perceraian, kajian sistem E-Court
sebaiknya diperluas ke jenis perkara lainnya baik di lingkungan peradilan
agama maupun umum, dengan perspektif hukum Islam yang lebih luas,
seperti pendekatan siyasah syar’iyyah atau maqgasid al-syari’ah.

Selain saran diatas, penulis juga menambahkan rekomendasi secara
umum untuk adanya kebijakan lebih spesifik, antara lain standarisasi teknis
E-Court pada perkara perceraian, kebijakan inklusivitas digital, serta
integrasi lintas lembaga dengan Dukcapil. Di sisi lain, perlu diadakan
program pelatihan digital berkala bagi aparatur pengadilan dan masyarakat
pengguna, termasuk melalui penguatan Pojok E-Court Plus. Pemerintah dan
Mahkamah Agung juga perlu memastikan keamanan siber dan peningkatan
infrastruktur agar persidangan daring berjalan optimal. Dengan demikian,
sistem e-Court tidak hanya memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya
ringan, tetapi juga memberikan kemaslahatan lebih luas yang serasi dengan

prinsip magqasid al-syari’ah.
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